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MOTTO 
 
اَي اَهُّيَأ َييِذَّلا اىٌَُهَآ اَل اىُلُكْأَت ِنُكَلاَىِهَأ ِنُكٌَِيَب ِلِطاَبْلاِب اَّلِإ ْىَأ َىىُكَت ًةَراَجِت ِيَع ٍضاَزَت ِنُكٌِِه اَلَو 
اىُلُتْقَت ِنُكَسُفًَِأ َّىِإ َهَّللا َىاَك ِنُكِب اّويِحَر  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ ayat 
29). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s \ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ix 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و mim M Em 
ن Nun N En 
و wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
xii 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta’khuduna 
3. ؤىنا An-Nau’u 
 
 
xiii 
 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ محمد امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز الله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
FAJAR SAPUTRA, NIM: 14.21.11.103 “PANDANGAN FATWA DSN-MUI 
NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK AKAD IJARAH 
MULTIJASA di BMT BINA SEJAHTERA”. 
 
Produk pembiayaan  Ijarah multijasa  merupakan salah satu akad 
dalam kegiatan muamalah yang telah digunakan diberbagai sektor kehidupan, 
terutama dalam hal pekerjaan dan upah-mengupah, pembiayaan ijarah multijasa 
merupakan pembiayaan yang memiliki resiko pembiayaan bermasalah yang besar 
karena tidak mendapat keuntungan. Dengan akad Ijarah multijasa , objek sewa 
dapat dipindah tangankan dengan opsi pemindahan hak milik dengan cara jul beli 
di akhir sewa. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik akad 
ijarah multijasa di BMT Bina Sejahtera dan kesesuaiannya ditinjau dari Fatwa 
DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004. 
 
Motodologi Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 
dengan lokasi penelitian BMT Bina Sejahtera, maksud dari penelitian lapangan 
yaitu peneliti berangkat ke objek penelitian untuk melakukan pengamatan tentang 
suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara tatap muka atau 
wawancara. 
 
Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Bina Sejahtera menjelaskan 
bahwa dalam praktik pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah Multijasa  ini 
menunjukkan bahwa belum sepenuhnya melakukan  ketentuan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 44 Tahun 2004 diantaranya adalah: berkenaan dengan pemindahan 
kepemilikan objek sewa yang secara otomatis dialihkan kepada nasabah tanpa 
adanya akad jual beli atau hibah antara BMT Bina Sejahtera dengan nasabah. 
 
 
Kata Kunci :akad, ijarah multijasa 
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ABSTRACT 
 
FAJAR SAPUTRA, NIM: 14.21.11,103 "DSN-MUI STUDENT 
VIEW NUMBER 44 OF 2004 CONCERNING PRACTICES OF AKAD 
IJARAH MULTIJASA at BMT BINA SEJAHTERA". 
Multi-purpose Ijarah financing products are one of the contracts in 
muamalah activities that have been used in various sectors of life, especially in 
terms of employment and wages-wages, ijarah multijasa financing is a financing 
that has a large risk of problematic financing because it does not benefit. With the 
multi-purpose Ijarah contract, the object of the lease can be transferred with the 
option of transferring ownership rights by buying at the end of the lease. The 
research was conducted aimed at finding out the practice of ijarah multijasa 
contract in BMT Bina Sejahtera and its suitability in terms of DSN Fatwa No.44 / 
DSN-MUI / VII / 2004. 
The research methodology uses a field research method with the 
research location of BMT Bina Sejahtera, the purpose of field research is that 
researchers go to the object of research to make observations about a phenomenon 
in a natural state by face to face orinterview. 
The results of the research conducted at BMT Bina Sejahtera 
explained that in the practice of implementing financing with the ijarah Multijasa 
agreement, it was shown that not yet fully implementing the provisions of the 
DSN-MUI Fatwa Number 44 of 2004 were: relating to the transfer of ownership 
of leased objects that were automatically transferred to customers sale and 
purchase agreement or grant between BMT Bina Sejahtera and customers. 
 
Keywords: akad, ijarah multijasa 
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 BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat 
hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia dalam hidupnya 
memerlukan adanya interaksi satu sama lain dalam setiap kegiatan sehari-
hari, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap 
orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut 
muamalah. Dalam kajian ini aspek hukum Islam menurut  Mustafa Ahmad 
Az-Zarqa’ menyebut bahwa, Hukum- hukum yang berhubungan dengan 
pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta 
penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, 
utang piutang gadai hibah dan sebagainya.
1
 
Menurut Abdul Majid menyebut bahwa, Muamalah merupakan 
peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup 
bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia
2
. Jadi muamalah 
mengandung pengertian aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam 
kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 
Salah satu bentuk tindakan muamalah salah satunya sewa menyewa. 
Dalam bentuk hukum Islam sewa menyewa para pihak wajib saling menjaga 
                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 
7. 
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010,hlm. 3. 
2 
 
agar barang/jasa sewaannya tetap dalam keadaan yang baik tanpa ada cacat 
atau kerusakan atas barang sewa ataupun jasa. 
Bank syariah pada mulanya dikembangkan sebagai suatu respon dari 
kelompok praktisi dan ekonom muslim yang berupaya mengakomodasi 
desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa 
transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariat Islam. 
Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik maisir (perjudian), 
riba, dan gharar (ketidakjelasan).
3
 
Bank syariah lahir di Indonesia, sekitar tahun 1990-an tepatnya setelah 
lahir undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang teleh direvisi dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 dalam sebuah bank yang beroperasi dengan 
sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan 
setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah.
4
 
Setelah diundangkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang 
perbankan bagi hasil, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang 
merupakan Bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. 
Kemudian diikuti oleh pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
5
 
Tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank 
maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya 
tidak menjangkau masyarakat dari golongan menengah kebawah. Akibatnya 
                                                             
3Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1 
4Ibid, …hlm. 3 
5Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014), hlm. 144 
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diisi oleh lembaga non-formal, termasuk rentenir dengan menggunakan suku 
bunga yang tinggi. Untuk menanggulagi kejadian seperti ini perlu adanya 
suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah.
6
 Dibentuklah lembaga 
simpan pinjam yang dinamakan Baitul Mal waTamwil. 
Baitul Mal waTamwil adalah lembaga keuagan semi perbankan yang 
memberikan pelayanan jasa terutama bagi masyarakat atau pedagang 
ekonomi lemah sehingga akan meningkatkan pendapatan serta 
mengembangkan perekonomian di pedesaan agar lebih sejahtera. BMT 
merupakan penggabungan dari Baitul Maal dan  waTamwil. Baitul Mal 
adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat 
sosial. Dana yang diperoleh dari shadaqah, infak, dan zakat dan sumber dana 
lain yang bersifat halal. Kemudian dikelola dengan baik untuk hal-hal 
kebaikan. 
Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya 
menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya profit 
oriented. Penghimpun dana diperoleh melalui simpanan para anggota (prinsip 
wadiah dan mudharabah), dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 
(Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik, Qardul Hasan).
7
 
BMT Bina Sejahtera adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 
disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada sistem 
                                                             
6Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, … hlm. 8 
7Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014), hlm. 142-144 
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operasionalnya BMT Bina Sejahtera memiliki produk simpanan 
(Mudharabah Al Muthalaqah, mudharabah Berjangka, produk pembiayaan 
(Investasi, jual beli, sewa, dan Qardh). Salah satu produk yang  diminati 
adalah pembiayaan ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu 
barang atau upah-mengupah atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 
melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
8
 
Dalam perkembangan terakhir, muncul produk pembiayaan Ijarah 
Multijasa, pembiayaan ini muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
luas berupa pengobatan, pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, dan biaya 
rekreasi.Pihak BMT memberikan jasa yang nanti anggota akan membayar 
imbalan jasa atau fee atas pelayanan BMT.
9
 
BMT Bina Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang 
kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 
kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan mengusung slogan 
“membangun masyarakat mandiri menuju hidup sejahtera dan diridhoi Allah” 
BMT Bina Sejahtera ingin terus mengembangkan jaringan agar dapat 
membantu masyarakat disekitar BMT yang membutuhkan. Disisi lain, dalam 
praktiknya BMT harus memperhatikan kemungkinan risiko yang timbul 
dalam melakukan kegiatan pembiayaan.
10
 Risiko yang akan timbul adalah 
adanya pembiayaan yang bermasalah yang berakibat ketidakmampuan 
nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan sesuai akad 
                                                             
8
Masjupri, Fiqh Muamalah II, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 219 
9Quthub Muhammad, Pembiayaan Multijasa di LKS sebuah kritik Implementasi, dikutip 
dari www.kompasiana.com , diakses 12 Desember 2017, jam 18.32 WIB 
10Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013), hlm. 83 
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yang telah disepakati. Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan salah satu 
pembiayaan yang memiliki resiko yang besar, karena pembiayaan Ijarah 
Multijasa yang bersifat konsumtif non produktif yang tidak mendapat 
keuntungan, hal ini jelas mengancam BMT.
11
 Faktor timbulnya pembiayaan 
bermasalah umumnya bersumber dari faktor internal yaitu kurang 
pendalaman karakter nasabah.
12
 BMT perlu waspada terhadap kemungkinan 
nasabah yang sengaja melakukan pembiayaan macet tentunya dengan 
membuat suatu keputusan berdasar informasi objektif tentang karakter 
nasabah.
13
  
Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai pandangan fatwa DSN-MUI nomor 44 tahun 
2004 tentang akad ijarah multijasa di BMT Bina Sejahtera dalam bentuk 
skripsi yang berjudul “PANDANGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 44 
TAHUN 2004 TENTANG AKAD IJARAH MULTIJASA DI BMT BINA 
SEJAHTERA”. 
Judul ini penting untuk diangkat menjadi skripsi mengingat setiap 
BMT dalam melakukan  pembiayaan pasti mengacu pada fatwa yang berlaku 
dan mempunyai strategi untuk melakukan pembiayaan Ijarah Multijasa yang 
sejalan dengan syariat. BMT Bina Sejahtera memiliki strategi dalam 
melakukan praktik pembiayaan Ijarah  yang cukup efisien agar tidak 
melanggar syariat.  
                                                             
11Arifin, Manajer, wawancara pribadi, selasa 3 April 2018, jam 10.37-11.20 WIB 
12Arifin, Manajer, wawancara…, hlm. 85 
13Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan, (Jakarta: PT Raja Harfindo 
Persada,2014), hlm.271 
6 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad 
Ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera? 
2. Bagaimana Pandangan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 
terhadap praktik pembiayaan pada akad Ijarah Multijasa di BMT Bina 
Sejahtera? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 
akad Ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera. 
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan fatwa DSN-MUI terhadap 
praktik pembiayaan pada akad Ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang 
praktik pembiayaan akad Ijarah Multijasa bagi kalangan intelektual, 
akademisi, praktisi ekonomi syariah.  Dan diharapkan penelitian yang akan 
datang mampu menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini. 
2. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum. 
Masyarakat dapat mengetahui praktik pembiayaan Ijarah Multijasa yang 
mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.44 Tahun 2004. Sehingga mayarakat 
faham dan memahami pembiayaan Ijarah Multijasa. 
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E. Kerangka Teori  
1. Pengertian Akad Ijarah Multijasa 
Dengan berkembangnya kebutuhan dan budaya konsumtif 
masyarakat serta perubahan gaya hidup di masyarakat, seperti halnya 
pendidikan, pernikahan, pengobatan dan lain sebagainya. Kondisi seperti 
ini yang mendorong Lembaga Keuangan Syariah untuk menciptakan 
pelayanan yang dikenal sebagai pembiayaan multijasa (fee based 
service).
14
 
Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti upah. Dalam 
pengertian syariat Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian
15
. Sedangkan multujasa berasal dari 
kata multi yang berarti banyak dan jasa yaitu perbuatan yang berguna atau 
bernilai bagi orang lain. Dengan demikian pembiayaan ijarah multijasa 
dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu pihak bank memberikan nilai 
manfaat kepada nasabah, kemudian nasabah akan membayar upah/fee 
sebagai penggati atas manfaat yang telah diperoleh dengan cara 
mengangsur atau sekaligus melunasi sesuai dengan kesepakatan awal. 
16
 
Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif 
yang tidakk bertentangan denga syariat, seperti pendidikan, penikahan, 
pengobatan dan lainnya. Dalam pembagian ujrah, berbeda dengan 
mudharabah dan musyarakah yang menggunakan nisbah dalam bentuk 
                                                             
14
Taufik ranchman, Apa Saja Pembiayaan Multi Jasa Perbankan Syariah, dikutip dari 
http://www.republika.co.id, diakses 5 Mei 2018, jam 21.49 WIB 
15Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad.Transaksi Bank Syariah,…, hlm. 32 
16Qutub Muhammad, Pembiayaan Multijasa di LKS Sebuah Kritik Implementasi…,jam 
22.27 WIB 
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prosentase, dalam pembiayaan multijasa BMT akan menetapkan ujrah 
dalam bentuk nominal.
17
Umumnya pembiayaan multijasa di bank syar’iah 
maupun lembaga keuangan syariah yang lain mengggunakan pembiayaan 
ijarah. 
Adapun persoalan hukumnya, Berdasarkan DSN No. 44/DSN-
MUI/VII/2004 pembiayaan multijasa hukumnya jaiz (boleh) dengan 
menggunakan akad ijarah dan kafalah.
18
 Hal ini sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233: 
ِِفوُرْعَمْلِابُْمتَْيَتآاَمُْمتْمَّلَسَاذِإْمُكَْيَلعَحاَنُجََلَفْمُكَدَلََْوأاُىعِضَْرتَْستَْنأُْمتْدََرأِْنإَو
 ِريِصََبنُىلَمَْعتاَمِبَهَّللاََّنأاىَُملْعاَىَهَّللااُىقَّتاَو 
“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha 
melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah:233).19 
 
Dan hadis riwayat ibnu Majah dari ibnu Umar, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda:  
Telah menceritakan kepada kami (AlAbbas bin Al Walid Ad 
Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa‟id bin 
Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami 
(Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin 
Umar) ia berkata, Rasulullah Shallallahu „alaihi wassalam bersabda: 
“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu 
Majah, no. 2434).
20
 
 
                                                             
17Taufik ranchman, Apa Saja Pembiayaan Multi Jasa Perbankan Syariah,…, jam 22.49 
WIB 
18
DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
19Departemen Agama Republik Indonesia.Al-Qur‟an dan terjemahanya, (Jakarta: Lentera 
Abadi, 2010) 
20“Hadis Ibnu Majah Nomor 2434”,2015-2017 dikutip dari 
http://tafsirq.com/hadits/ibnu/majah/2434 diakses 17 april 2018, jam 21.55 WIB 
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Ungkapan diatas menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan 
atas kewajiban membayar upah secara patut.Termasuk dalam hal jasa 
penyewaan. Rukun dan syarat ijarah yaitu : 
1. Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 
melakukan akad (berkontrak), baik secara tertulis maupun dalam 
bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari atas pemberi jasa dan 
pengguna jasa atau penyewa. 
3. Objek akad ijarah adalah manfaat barang da sewa atau manfaat jasa 
dan upah.
21
 
Dalam bank syariah menggunakan akad ijarah, maka pembiayaan 
harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
22
 
2. Praktik Pembiayaan  
Pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang 
Perbankan Syariah adalah penyediaan dan atau tagihan yang 
dipersamakan dengan berupa : 
a. Transaksi bagi hasil dalm bentuk mudharabah dan musyrakah , 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli 
dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang marabahah,salam, dan 
istishna, 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, 
                                                             
21DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 
22DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan kesepakatan bank syariah dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil.
23
 
Pada pasal 23 UU perbankan syariah, bank syariah atau UUS 
harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon 
penerima fasilitas untuk melunasi semua kewaiban pada waktunya, 
sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasbah 
penerima fasilitas.
24
 
Kondisi dimana adanya suatu penyimpangan dalam hal 
pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran dan 
atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau terjadi 
potensial loss. Kondisi tersebut dinamakan pembiayaan bermasalah. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal, faktor 
internal maksudnya permasalahan yang berasal dari dalam perusahaan 
sendiri yang paling utama adalah faktor manajemen, dan faktor 
eksternal yaitu permasalahan diluar kekuasaan manajemen perusahaan. 
                                                             
23Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad.Transaksi Bank Syariah,…, hlm. 97 
24Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan Syariah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4867) 
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Pembiayaan bermasalah sering terjadi karena faktor internal yaitu 
kurangnya pendalaman karakter nasabah dari pihak bank.
25
 
3. Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan 
pembiayaan berharap pembiayaan akan berjalan lancar, nasabah 
mememnuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya pada saat 
menyepakati akad dalam perjanjian dan membayar lunas apabila sudah 
jatuh tempo. Tetapi jika nasabah mengalami kesulitan dalam 
pembayaran yang mengakibatkan ruginya bank syariah. 
Ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan 
berusaha menyelamatkan dengan cara melakukan sebagai berikut : 
a. Melakukan penjadwalan kembali(rescheduling), yaitu merubah 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau temponya. 
b. Melakukan persyaratan kembali(reconditioning), yaitu perubahan 
seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan tanpa menambah 
sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak 
bank. 
c. Melakukan penataan ulang (restructuring), yaitu perubahan 
persyaratan pembiayaan.  
Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan 
terhadap nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah memungkinkan 
mengalami kesulitan dalam pembayaran dan atau pemenuhan 
                                                             
25Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad.Transaksi Bank Syariah,…, hlm. 102 
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kewajiban dan nasabah mempunyai usaha yang mampu memenuhi 
kewajiban setelah direstrukturisasi.
26
 
Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, berdasarkan 
fatwa DSN-MUI No.44 Tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa 
yaitu jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau 
terjadi persesilihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesainnya 
dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.
27
 Dalam UU No. 30 Tahun 1999 
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase 
adalah lembaga penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum. 
Dengan prinsip diatas, penyelesaian pembiayaan bermasalah 
biasanya dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan itu sendiri, dan 
penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu : 
Tahap pertama, penagihan dengan cara persuasif, hal ini terjadi 
kemungkinan nasabah melunasi dan kemungkinan nasabah tidak dapat 
melunasi.  
Tahap kedua, melakukan somasi beserta memberikan ancaman bahwa 
penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
Tahap ketiga, melakukan sita jaminan ataupun menjual barang dibawah 
tangan atas dasar kuasa dari debitur. 
 
                                                             
26 Ibid., hlm 108-110 
27 DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
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F. Tinjauan pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi keilmuan yang disumbangkan dalam skripsi ini dan berapa banyak 
yang membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari 
jurnal, dari skripsi dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. Beberapa 
jurnal dan skripsi yang penulis temukan sebagai berikut: 
Pertama, Tasrochul Janah, 2015, (Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam STAIN Pekalongan), dengan judul “Upaya Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) BMT Bahtera Pekalongan” Skripsi ini membahas tentang penyebab 
pembiayaan bermasalah dan tindakan BMT Bahtera pekalongan dengan 
menggukan metode analisis deskriptif dalam menangani pembiayaan 
bermasalah pada pembiayaan Ijarah dengan cara pencegahan, memperbaiki 
dan menyelamatkan, dan penyelamatan pembiayaan dengan pedekatan aspek 
legal.  
Kedua, Puji Rahayu, 2016, (Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo), dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Akad Ijarah Di KJKS Binama Tlogosari Semarang” skripsi ini membahas 
tentang analisa SWOT terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah 
akad Ijarah Multijasa Di KJKS Binama Semarang. Serta upaya penanganan 
pembiayaan bermasalah dengan cara, penyelamatan pembiayaan, sita 
jaminan. 
14 
 
Ketiga, jurnal Fathurahman Azhari (Fakultas Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin), berisi tentang “Mekanisme dan cara pemyelesain pembiayaan 
bermasalah”jurnal ini memaparkan tentang penjelasan secara umum tentang 
pemyelesain pembiayaan bermasalah melalui litigasi, dengan berpedoman 
pada Undang-undang, Peratuaran Bank, Peraturan Bank Syariah, dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional. 
 Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas sebagai bahan pembanding 
penelitian lapangan yang dilakukan yang dilakukan pada suatu lembaga 
keuangan syariah yaitu BMT Bina Sejahtera, maka penulis akan membahas 
tentang pandangan fatwa DSN-MUI No.44 tahun 2004 tentang praktik akad 
Ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera. 
G. Metode penelitian 
1. Jenis penilitian  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
yaitu pengamatan tentang fenomena yang terjadi dilapangan dalam 
keadaan alami. Penelitian lapangan terhadap bagaimana Pandangan Fatwa 
DSN-MUI Nomor 44 tahun 2004 tentang Praktik Akad Ijarah Multijasa di 
BMT Bina Sejahtera. 
2. Sumber data 
Sumber data penelitian ini dua macam, yaitu: Data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama atau secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah mencakup 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
15 
 
berwujud laporan, dan sebagainya.
28
 Data ini diperoleh dari hasil 
wawancara dengan pihak BMT Bina Sejahtera. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Sejahtera yang berlokasi Jl. 
Ngentakrejo Lendah, Trimurti, Kulonprogo, Yogyakarta. 
4. Teknik pengumpulan data  
Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dijelaskan oleh 
Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 
alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi, dan wawancara (interview).
29
 
Cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian 
menggunakan dua cara , yaitu:  
a. Dokumentasi 
Dokumentasi, dalam penelitian ini pengumpulan data 
diperoleh dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen baik secara tertulis, gambar maupun elektronik. Yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Seperti laporan data 
pembiayaan, dokumen dan brosur di BMT Bina Sejahtera. 
b. Wawancara 
Interview (wawancara). Wawancara adalah percakapan 
dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara 
                                                             
28Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, 2012),hlm. 30. 
29Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode, hlm.67. 
16 
 
(interviewee).
30
 Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai 
data pendukung. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini 
ialah wawancara terbuka, yaitu para subyeknya tahu bahwa mereka 
sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan 
wawancara.
31
 
5. Teknik analisis data  
Dalam penelitian ini, menggunakan analisa data deskriptif-
kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan 
berdasarkan fakta dan peristiwa yang bersifat khusus, kemudian dari 
peristiwa-peristiwa itu diambil kesimpulan yang bersifat umum. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penyusun dalam penulisan serta pembahasan, 
penelitian ini terdiri dari lima bab, yakni : 
Bab pertama, adalah pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang 
permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi. Dalam bab ini berisi latar 
belakang masalah yakni pemaparan masalah-masalah yang melatarbelakangi 
penelitian ini, kemudian ditemukan yang menjadi pokok masalah yang akan 
dikaji lebih mendalam dalam skripsi ini yakni dimasukkan dalam rumusan 
masalah. Selanjutnya penulis memaparkan mengenai tujuan dan kegunaan 
dalam penelitian ini agar diketahui maksud dan tujuan dilakukannya penelitian 
tersebut.penulis memaparkan mengenai kerangka teori yaitu memaparkan 
teori-teori yang digunakan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-
                                                             
30 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.186. 
31Ibid.,hlm.186 
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permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Kemudian tahap berikutnya 
ialah tinjauan pustaka yang mana penulis memberikan gambaran singkat 
mengenai sumber-sumber apa saja yang diperlukan untuk menunjang 
penelitian tersebut. selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yaitu 
memaparkan teknik-teknik penelitian melalui metode atau tahapan penelitian. 
Tahap terakhir dalam bab ini adalah pemaparan mengenai rancangan 
sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan penelitian 
yang dilaksanakan. 
Bab kedua, membahas tinjauan umum akad ijarah multijasa serta 
penyelesaian pembiayaan bermasalah, meliputi akad ijarah multijasa, dasar 
hukum ijarah multijasa, rukun dan syarat ijarah multijasa, pengertian 
pembiayaan bermasalah, serta pandangan fatwa DSN-MUI terhadap 
pembiayaan Ijarah Multijasa. 
Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang BMT Bina 
Sejahtera, sejarah pendirian, visi-misi, struktur organisasi, produk pembiayaan, 
prosedur pengajuan pembiayaan ijarah multijasa, dan strategi pencegahan, serta 
penyelesaian pembiayaan bermasalah akad ijarah multijasa. 
Bab keempat, berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian tentang 
pandangan fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa. pada 
produk ijarah multijasa dan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada 
akad ijarah mutijasa yang mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 44 tahun 
2004. 
18 
 
Bab kelima, penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab 
dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran. 
19 
 
BAB II 
KAJIAN UMUM AKAD IJARAH MULTIJASA SERTA 
 PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 
 
A. Akad Ijarah Multijasa 
1. Pengertian Akad 
Secara bahasa akad memiliki arti menyimpulkan, dan 
mengikat, sedangkan secara istilah, menurut KHES, akad adalah 
kesepakatan dalam perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk 
melakukan perbuatan hukum.
1
 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan 
anatara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan dan menetapkan 
akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama 
mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah 
pernyataan pihak kedua yang menerimanya.
2
 Aqd’ dalam fiqh 
didefinisiskan “irtibdth ijab bi qabulin‟ala wajhin masyru‟ yatsbudu 
atsaru-hu fi mahallihi” yaitu pertalian ijab qabul menurut cara yang 
disyariatkan yang berpengaruh pada objeknya.
3
 
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan 
syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi 
                                                             
1 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52 
2 Ibid., hlm. 52 
3 Dwi suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 
14 
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untuk syarat sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah 
ketentuan yang harus diperhatikan dan dilakukan.
4
  
Rukun akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ada 
empat macam yaitu (al-aqidain) orang, pesekutuan, badan usaha yang 
memiliki kecakapan hukum, objek akad (mahallul „aqd) jasa yang 
dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, tujuan pokok 
akad seperti untuk memenuhi kebutuhan dalam usaha maupun 
kebutuhan hidup, dan ijab qabul yaitu cara bagaimana pengikatan diri 
itu dilakukan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat yang 
memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul.
5
  
Dari beberapa rukun yang telah dijelaskan diatas, ada 
beberapa syarat yang wajib terpenuhi, yaitu  
1. In‟iqad yaitu Syarat terjadinya akad dan harus dipenuhi, jika tidak 
terpenuhi akan menyebabkan batalnya akad. 
2. Shihah yaitu syarat sah akad. yang harus terhindar dari hal-hal 
seperti, gharar, ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan 
waktu, rusaknya syarat-syarat. 
3. Nafadz yaitu syarat pelaksanaan akad atau proses berlagsungnya 
akad tidak tergantung orang lain. 
                                                             
4 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana 
Media Group, 2005), hlm. 55-56 
5 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan…, hlm. 52-57 
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4. Luzum yaitu syarat kepastian hukum, suatu akad pasti memeliki 
kekuatan hukum mengikat.
6
 
Transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad, dalam 
penyusunan akad tidak lepas dari prinsip perjanjian syariah. Prinsip 
memiliki arti yang sama dengan asas yaitu kebenaran yang menjadi 
dasar pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya.  Prinsip yang 
berkaitan dengan hukum perjanjian syariah yaitu: 
a. Niat beribadah, pada hakikatnya manusia memiliki keyakinan 
untuk beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan dasar dari 
prinsip dalam nilai ketuhanan yangmana diwujudkan melalui 
amalan-amalan sebelum memulai perbuatan. 
b. Kebebasan menjalin perikatan, prinsip ini pada dasarnya 
mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu 
perjanjian (freedom of making contract). 
c. Persamaan atau kesetaraan. Asas ini mengandung pengertian 
bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang 
sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang 
dalam menentukan term of condition dari suatu akad. Asas ini 
menunjukkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama 
didepan hukum dan yang membedakan kedudukan seseorang 
adalah Allah. 
                                                             
6 Masjupri, Fiqh Muamalah II, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 56 
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d. Keadilan. Perjanjian yang dibuat senentiasa mendatangkan 
keuntungan yang berimbang dan tidak boleh mendatangkan 
kerugian bagi salah satu pihak. 
e. Kerelaan. Segala transaksi yang dilakukan atas dasar pada 
kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur 
pemaksaan,tekanan, penipuan. Dalam hukum perdata prinsip ini 
dikenal dengan prinsip konsensualisme. 
f. Kebenaran dan kejujuran. Pada dasarnya setiap muslim wajib 
berkata jujur dan benar terlebih ketika melakukan perjanjian 
dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang 
mendasar demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. 
g. Harus tertulis. Dalam hal ini setiap perjanjian hendaknya dibuat 
secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari 
terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian hendaknya 
disertai saksi-saksi dan disertai pertanggung jawaban individu yang 
melakukan perjanjian.  
h. Kejujuran. Hal dasar yang mendasar dalam pribadi manusia 
disemua bidang, termasuk dalam perikatan. Bila kejujuran tidak 
dilakukan maka akan merusak keridhaan dan berakibat perselisihan 
diantara para pihak. 
i. Itikad baik, dalam mengadakan kontrak harus dilaksanakan dengan 
dasar itikad baik. 
23 
 
 
 
Akad akan berakhir apabila telah tercapai tujuannya, selain itu akad 
juga dapat berakhir apabila terjadi pembatalan (fasakh) atau telah berakhir  
waktunya. Pembatalan terjadi apabila dibatalkan karena tidak sesuai syara’, 
adanya khiyar, adanya  iqadah, kewajiban yamg tidak dipenuhi oleh yang 
bersangkutan, habis jangka waktunya dan perijinan yang tidak disetujui oleh 
pihak terkait, dan kematian.
7
 Adapun Macam Akad Ijarah sebagai berikut: 
a. Pengertian Akad Ijarah Multijasa 
Ijarah Multijasa berasal dari kata ijarah dan Multijasa, Ijarah 
berasal dari kata Al-Ajru yang berarti upah. Dalam pengertian syariat 
Al-ijarah merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dari jalan 
penggantian.
8
 Menurut fatwa DSN-MUI ijarah merupakan pemindahan 
manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu 
meliputi pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikian barang itu sendiri.
9
  
Ijarah Multijasa merupakan pembiayaan konsumtif yang 
dibolehkan oleh syariah, seperti pendidikan, kesehatan, penikahan, 
wisata dan lainnya. Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan multijasa, 
merupakan pembiayaan yang dierikan oleh lembaga Keuangan Syariah 
kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.
10
 
                                                             
7 Masjupri, Fiqh Muamalah.., hlm. 57 
8
 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013), hlm. 32  
9 DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
10 Taufik Ranchman, Apa Saja Pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah, dikutip dari 
http://www.republika.co.id, diakses 18 April 2018, jam 18.04 WIB  
24 
 
Ijarah menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu 
manfaat dengan imbalan. Menurut ulama syafi’i adalh transaksi 
terhadap suatu yang dituju, bersifat mubah, serta dapat dimanfaatkan 
dengan imbalan tertentu. Sedang ulama maliki dan hambali adalah 
kepemilikan suatu manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan.
11
 Menurut sayyid sabiq, ijarah adalah jenis akad 
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
12
  
Sedangkan multijasa berasal dari kata multi yang bermakna 
banyak dan jasa adalah perbuatan yang berguna atau yang bernilai 
untuk orang lain. Dengan demikian ijarah multijasa dalam bank syariah 
yakni pihak bank memberikan nilai manfaat kepada nasabah, kemudian 
nasabah membayar imbalan (fee) sebagai kompensasi atas nilai manfaat 
yang telah diperoleh dengan cara mengangsur atau melunasi sekaligus 
sesuai perjanjian diawal akad.
13
 
Pembiayaan ijarah multijasa adalah salah satu jenis pembiayaan 
ijarah (sewa) yang ada di LKS. Adapun jenis pembiayaan ijarah yang 
dipraktikan pada LKS, sebagai berikut: 
a. Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni), yaitu jenis ijarah yang berkaitan 
dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat 
dari asset itu tanpa harus memindahkan kepimilikan dari aset itu. 
                                                             
11 Gemala Dewi, Dll, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, … hlm.123 
12 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group,2010) 
13 Qutub Muhammad, Pembiayaan Multijasa di LKS Sebuah Kritik Implementasi, dikutip 
dari www.kompasiana.com, diakses 10 agustus 2018, jam 09.42 WIB 
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mu’jir dan musta’jir menentukan harga agar memperoleh manfaat 
yang disebut ujrah. 
b. Ijarah ‘amal, digunakan untuk memperoleh jasa dari sesorang 
dengan membayar upah/imbalan atas jasa yang diperoleh. 
Pengguana jasa disebut musta’jir dan pekerja disebut mu’jir, dan 
upah/imbalan disebut ujrah atau fee. 
c. Ijarah Muntahiya Bittamlik, yang biasa disebut IMBT merupakan 
sewa-menyewa anatara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 
memperoleh imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi 
perpindahan hak milik atas objek sewa baik dengan jual beli 
maupun pemberian pada saat tertentu sesuai akad.  
d. Ijarah Multijasa, Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-
MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa,yang dimaksud 
pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam 
memperoleh manfaat atas jasa.
14
 
 
b. Dasar Hukum Ijarah Multijasa  
Dasar Hukum Ijarah Mutijasa, sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 : 
 … ِْنإَوْ ُْمت  دََرأْ َْنأْاُىعِض  َزت  َستْ ْمُكَدَلَ  َوأََْْلفَْْحاَنُجْ ْمُك َيلَعَْاذِإْ ُْمت  مَّلَسْاَمْ
 ُْمت َيَتآِْْفوُز عَم لاِبْاُىقَّتاَوَْْ َّاللّْاىُمَل  عاَوََّْْنأَْْ َّاللّْاَمِبَْْنُىلَم َعتْ ْزيِصَبْْ
                                                             
14 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hlm. 154-155 
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“… dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertakwlah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-
Baqarah ayat 233).
15
 
Ayat diatas telah menjelaskan dua konteks, dimana majikan yang 
menyewa tenaga dari pekerjanya dengan memberi bayaran berupa upah 
dengan jumlah tertentu.
16
 
Kaidah Fiqih  
 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkan.”17 
 Tujuan disyariatkan al-ijarah adalah untuk memberikan 
keringanan kepada masyarakat. Banyak orang yang memepunyai uang, 
tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kebalikannya, banyak orang 
yang tenaga dan keahliannya mampu yang membutuhkan uang. Dengan 
adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan 
manfaat.
18
  
a. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa 
Rukun ijarah Multijasa terdiri dari dua pihak yang melakukan 
akad (mu‟jir dan musta‟jir), sighat (ijab dan qabul), ujrah, dan 
                                                             
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Jakarta: Lentera 
Abadi, 2010)  
16
 Muhammad, Sistem Dan Prosedur OPerasional Bank Syariah, (yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm.34 
17 Yusuf al-Qardhawi, 7 Kaidah Fikih Muamalah terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2014), hlm. 9 
18 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, hlm. 278 
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manfaat. Sedangkan syarat ijarah ada empat, yaitu: syarat in‟iqad, 
syarat nafadz, syarat shihah, dan syarat luzum. 
Syarat in‟iqad adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya 
akad, yang berkaitan dengan aqid (orang yang berakad). Aqid 
disyaratkan berakal dan mumayiz, namun menurut Syafi’I dan 
Hanabillah, aqid itu harus baligh (dewasa). 
Syarat nafadz adalah syarat yang berkaitan dengan 
pelaksanaan akad. Yaitu barang yang menjadi objek ijarah harus 
sesuatu yang dimiliki secara penuh. Apabila akad ijarah 
dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki barang diseut ijarah al-
fudhuli. 
Syarat shihah, yaitu syarat yang berkaitan dengan keabsahan 
akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan denga aqid ,ma‟qud „alayh, 
mahal ma‟qud „alayh, ujrah,dan nafs al-„aqd, dalam konteks ini ada 
beberapa syarat keabsahan akad ijarah, yaitu: ada keridhaan dari 
kedua belah pihak dan ma‟qud „alayh (objek akad ijarah) harus 
diketahui secara  jelas.
19
 
B. Pembagian Ujrah  
Dalam pembiayaan ujrah, berbeda dengan musyarakah dan 
mudharabah yang menggunakan bentuk prosentase, dalam pembiayaan 
                                                             
19 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2015), hlm.89 
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multijasa ini Lembaga Keuangan Syariah akad menetapkan langsung dalam 
bentuk nominal.
20
 
C. Berakhirnya akad Ijarah Multijasa 
1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir. 
2)  Salah satu orang orang yang berakad meninggal. 
D. Manfaat dan risiko yang harus diantisipasi 
Manfaat transaksi ijarah untuk lembaga keuagan syariah adalah 
keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Risiko yang mungkin terjadi 
yaitu default (nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja), rusak, dan 
berhenti (nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset 
tersebut.
21
 
E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelasaian 
sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang 
bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian tersebut 
maka kedua belah pihak dapat memperbaiki hubungan baik secara  sosial 
maupun secara hukum.  
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah  
Pembiayaan menurut pasal 25 Undang-undang Perbankan Syariah 
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 
                                                             
20
 Taufik Ranchman, Apa saja pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah, dikutip dari 
http://www.republika.co.id, diakses 27 Febuari 2018, jam 08.25 WIB  
21 Abdul Rahman Ghazzaly, dkk, Fiqh Muammalat, hlm.283 
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b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna, 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan kesepakatan anatara bank syariah dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 
bagi hasil.
22
 
Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU 
No. 10 tahun 1998 jo. UU No.7 Tahun 1997 tentang perbankan, adalah 
penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kespakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
23
 
Pada pasal 23 UU Perbankan Syariah, Bank Syariah atau UUS 
harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah 
penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, 
sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah 
                                                             
22
 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah,.., hlm. 97 
23 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), hlm. 65 
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penerima fasilitas.
24
 Tetapi dalam islam juga terdapat beberapa prinsip 
etika utang-piutang antara lain: menepati janji, menyegerakan pembayaran 
utang, melarang menunda pembayaran utang, lapang dada ketika 
pembayaran utang, tolong menolong dan memberi kemudahan.
25
 
Dalam akad pembiayaan juga pasti terdapat tujuan dan jangka 
waktu pembiayaan. Dalam fiqh ditegaskan bahwa pembiayaan dapat 
dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda, sebab 
ini terkait dengan maksud diadakannya akad. Dan setiap akad pembiayaan 
ditentukan batas waktu untuk melunasi bagi yang berutang, jika penerima 
pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaan, maka penerima 
pembiayaan berada dalam kategori wanprestasi atau ingkar janji.
26
  
 Dalam suatu pembiayaan tidak mustahil terjadi penyimpangan 
dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam 
pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau 
kemungkinan potensial loss. Kondisi ini disebut pembiayaan bermasalah 
atau dapat dikatakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan 
kurang lancar, diragukan, dan macet.
27
 
2. Penetapan kualitas pembiayaan  
Kualitas pembiayaan dinilai dari beberapa aspek yaitu, prospek 
usaha, kinerja nasabah, serta kemampuan untuk membayar. 
                                                             
24 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., hlm. 101 
25 Ibid.., hlm. 75-78 
26 Ibid., hlm. 16 
27 Ibid., hlm. 66 
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Dari penilaian aspek kinerja diatas, kualitas pembiayaan aspek 
ditetapkan menjadi 5 golongan sebagai berikut: (golongan I) apabila 
angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan dan sesuai dengan ketentuan 
akad, dalam perhatian khusus (golongan II) apabila terjadi tunggakan pada 
angsuran pokok (margin) sampai 90 hari (2 bulan) dengan pelanggaran 
persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil, kurang lancar 
(golongan III) apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok 
(margin) sampai 90 hari sampai 180 hari dengan pelanggaran dalampoko 
perjanjian dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk 
menyembunyikan kesulitan keuangan, diragukan (golonganIV) apabila 
terjadi tunggakan angsuran dan margin 180 hari sampai 270 hari dengan 
pelanggaran prinsipal terhadap ketentuan pokok piutang, dan macet 
(golongan V) terdapat tunggakan angsuran pokok (margin) yang telah 
melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian tidak ada.
28
 
3. Resiko dan Upaya Mengatasi Resiko Pembiayaan Bermasalah 
Dalam pasal 8 Undang-undang No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 
tahun 1998 tentang perbamgkan maupun pada pasal 37 No. 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah anatara lain dinyatakan bahwa pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, 
sehingga bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah yang sehat. Resiko yang akan timbul jika bank tidak 
memperhatikan asas-asas tersebut antara lain:  
                                                             
28 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan…, hlm. 71-72 
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a. Kewajiban pokok tidak dibayar 
b. Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar 
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan  
d. finance soundness) turunnya kesehatan pembiayaan 
Resiko tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang 
disebabkan oleh faktor internal bank yaitu faktor pengawasan yang lemah. 
Adapun cara mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah yaitu: 
1) Upaya pencegahan (prefentif) dilakukan sejak permohonan diajukan 
oleh nasabah
29
, pelaksanaan analisa yang akurat dengan didasarkan 
pada 6 prinsip yaitu: character,capital,capacity, collateral, condition 
of economy,dan contrains. Yang  perlu mendapatkan perhatian 
account officer adalah character. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, 
secara tidak langsung prinsip yang lain tidak akan berarti.
30
 
Pembuatan akad pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang 
menjamin kepentingan bank, sampai dengan penagawasan terhadap 
pembiayaan yang diberikan. 
2) Upaya bersifat represif/kurasif, yaitu penyelamatan atau penyelesaian 
pembiayaan bermasalah.
31
 
3) Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
                                                             
29 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., hlm. 82 
30 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm. 
31 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,.., hlm. 
82 
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Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya serta langkah 
yang digunakan bank dalam usaha mengatasi permasalahan 
pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memeiliki prospek 
usaha yang baik. tetapi debitur mengalami kesulitan pembayaran 
pokok dan/atau kewajiban lainnya agar debtor dapat memenuhi 
kewajibannya. 
Dalam perundang-undangan yang berlaku bagi bank syariah, 
terdapat ketentuan PBI No. 13/19/PBI/2011 tentang perubahan atas 
PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi 
bank syariah dan melalui unit usaha syariah maka bank syariah harus 
melakukan: 
a.  Reschedulling/penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 
b. Reconditioning/persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian  
atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa poko 
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, 
meliputi beberapa hal: 
a) Pengurangan jadwal pembayaran, 
b) Perubahan jadwal angsuran, 
c) Perubahan jangka waktu, 
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 
musyarakah, 
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e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 
atau musyarakah, 
f) Pemberian potongan. 
c. Restructuring/penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan meliputi: 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank  
b) Konversi akad pembiayaan 
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syaraiah 
berjangka waktu. 
d) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara 
pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan 
rescheduling atau reconditioning.
32
 
 Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan resrukturisasi sesuai 
dengan karakterteristik dari pembiayaan tersebut. 
Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
No.10/34/Dpbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi bank 
umum dan UUS, pembiayaan ijarah multijasa dapat dilakukan proses 
restrukturisasi dengan cara sebagai berikut: 
1) Penjadwalan kembali, restrukturisasi dilakukan dengan 
memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa 
mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 
LKS. 
                                                             
32 Peraturan Bank Indonesia No.10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan 
Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 138 Dpbs dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898) 
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2) Persyaratan kembali, restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan 
kembali syarat-syarat pembiayaan seperti jumlah angsuran, jangka 
waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan lainya 
tanpa harus menambah sisa kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada LKS.
33
 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/Pbi/2008 tentang 
Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah sebagai berikut:
34
 
1. Pasal 3: Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan 
dengan tujuan untuk menghindari: 
a. Penurunan penggolongan pembiayaan; 
b. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih 
besar; atau 
c. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara 
actual. 
2. Pasal 4: Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas 
dasar permohonan tertulis dari nasabah. 
3. Pasal 5:  
1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,.., hlm. 
93-94 
34 Peraturan Bank Indonesia No.10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan 
Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 138 Dpbs dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898) 
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a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 
dan 
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 
memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 
2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 
pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan 
macet. 
3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan 
bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. 
4. Pasal 6: 
1) Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 
3(tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. 
2) Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan 
paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan 
sebelumnya. 
5. Pasal 7: 
Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki 
beberapa fasilitas pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap 
masing-masing pembiayaan. 
6. Pasal 8: 
Dalam pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan, Bank wajib 
menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan pernyataan standar 
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akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi perbankan syariah 
Indonesia yang berlaku.  
7. Pasal 9: 
Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan 
fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku. 
8. Pasal 15: 
(4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah 
bittamlik dapat di restrukturisasi dengan cara: 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling); 
b. Persyaratan kembali (reconditioning); 
c. Penataan kembali (restructuring). 
(5) Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat di 
restrukturisasi dengan cara: 
 a. Penjadwalan kembali (rescheduling); 
 b. Persyaratan kembali (reconditioning). 
(7) Tata cara restrukturisasi pembiayaan akan diatur lebih lanjut 
dalam surat edaran Bank Indonesia. 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah, merupakan upaya serta 
tindakan untuk menarik kembali pembiyaan debitur yang sudah jatuh 
tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan macet 
merupakan salah satu pembiyaan bermasalah yang perlu diselesaikan 
apabila upaya restrukturisasi tidak dilakukan atau tidak berhasil. 
Secara garis besar strategi penyelesain pebiayaan bermasalah dapat 
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dibedakan berdasarkan kondisi hubungan antara bank dan nasabah, 
yaitu :  
1) Pihak debitur masih kooperatif, sehingga upaya penyelesaian 
dilakukan secara kerjasama antara bank dan debitur, atau bisa 
disebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan (persuasif),  
2) Pihak debitur tidak kooperatif, sehingga upaya penyelesaian harus 
secara paksa dengan berlandaskan pada hak yang dimiliki oleh 
bank yang dalam hal ini disebut penyelesaian paksa.
35
 
 Dari prinsip diatas, penyelesain pembiayaan bermasalah, 
pertama, biasanya dilakukan oleh bank itu sendiri, dan dilakukan 
secara bertahap, yaitu: penagihan dengan cara persuasive, dengan 
kemungkinan nasabah melunasi dan tidak melunasi. Kedua, Jika tidak 
berhasil bank akan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, 
berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian 
pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Jika tahap kedua ini tidak juga membuahkan hasil maka bank akan 
menempuh tahap ketiga, dengan melelang/menjual barang jaminan 
dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur.
36
 
Penyelesaian melalui debt collector, berdasarkan ketentuan 
KUHperdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 
1792 tentang pemberian kuasa kepada pihak lain (debt collector), 
                                                             
35 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., hlm. 94-95 
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untuk melakukan upaya penagihan pembiayaan macet. Dengan cara 
yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah. Penyelesaian 
melalui kantor lelang, yaitu:  
1) Penjualan yang telah diikat dengan hak tangggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak 
tanggungan apabila debitur cidera janji, menurut pasal 11 ayat 2 
huruf e jis. Pasal 20 ayat 1 huruf a dan pasal 6 UU No.4 1996 
tentang hak tanggungan 
2) Penjualan melalui eksekusi gadai (pasal 1155 KUHper)37 
Penyelesain melalui peradilan (Al-qadha) peradilan agama, 
nahwa kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara 
ekonomi syariah sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang 
perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Hal ini 
dapat dilihat dalam pasal 49 hruf I yang menyebut bahwa peradialn 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara ditingkat pertama anatara orang-orang yang 
beragama islam dibidang ekonomi syariah.
38
 Kewnagan dalam pasal 
ini merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama sebagai salah 
satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
39
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4611) 
39 Abdul Ghofur Ansori, Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII press,2008), 
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Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, 
lembaga ini digunakan apabila dalam perjanjian tentang penyelesaian 
sengketa melalui badan arbitrer atau perjanjian yang dibuat setelah 
terjadi sengketa. Lembaga arbitrase ini merupakan lembaga yang 
khusus meneyelesaikan perkara sengketa ekonomi diluar pengadilan.
40
 
Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah BASYARNAS 
kembali kepada bentuk akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. 
Merujuk pada pasal 1338 KUH perdata tentang berkontrak, pada 
dasarnya lembaga Lembaga Arbitrase Syariah mempunyai kewengan 
yang sama untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah.
41
 
F. Pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Praktik  Akad Ijarah Multijasa 
Menurut DSN-MUI, Lembaga keuangan syariah perlu membantu 
mayarakat yang membutuhkan pelayanan jasa, hal ini tentunya berkaitan 
dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga 
keuangan syariah kepada mayarakat untuk memperoleh manfaat atas jasa. 
Agar pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, maka digulirkanlah 
fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.  
Fatwa ini digulirkan setelah adanya permohonan pembiayaan dari 
Bank Rakyat Indonesia syariah, beranjak dari permohonan tersebutlah DSN-
MUI melakukan rapat pleno, pada 11 Agustus 2004. Fatwa ini bersumber dari 
fatwa sebelumnya yaitu, fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah 
                                                             
40 Faturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,.. hlm. 99-
100 
41 Edi Hudiata,Penyelesaian Sengketa perbankan Syariah,.. hlm. 22 
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dan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Dengan 
ketentuan umum sebagai berikut: 
1. Pembiayaan multijasa hukumnya jaiz 
2. Lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus 
mengikuti fatwa ijarah 
3. Lembaga keuangan syariah menggunakan akad kafalah, maka harus 
mengikuti fatwa kafalah 
4. Pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah memperoleh ujrah.42 
Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI hubungan muamalah 
diakhiri dengan “salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dan/atau 
terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka dikakukan penyelesaian melalui 
badan arbitrase syariah jika tidak tercapai mufakat.
43
 
Maksud dari tidak menjalankan kewajibannya adalah anggota tidak 
memebayar pokok angsuran/uang jasa serta tidak melunasi 
pembiayaan(macet). Dapat dikatakan anggota tersebut masuk dalam kategori 
ingkar janji/wanprestasi.
44
 Setiap orang wajib menepati janji dan harus 
memepertanggung jawabkan janji-janjinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-
Maidah ayat 1 yaitu: 
 َْهيِذَّلاْاَهَُّيأْاَيْدُىُقع لِابْاُىف  َوأْاُىنََمآ  
                                                             
42 DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
43 DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 
44 Faturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,.. hlm. 16 
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“Wahai orang-orang yang beriman!Penuhilah akad-akad itu..” (QS. 
Al-Maidah ayat 1)
45
 
 Bank mengalami resiko pembiayaan macet atau bermasalah dengan 
adanya nasabah yang melakukan ingkar janji, bank biasanya menyelesaikan 
dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan kemungkinana nasabah 
melunasi atau tidak sanggup melunasi. jika tidak berhasil maka bank akan 
melakukan tekanan psikologis kepada nasabah, dengan memmberikan surat 
peringatan (somasi) disertai dengan ancaman bahwa penyelesaian 
pembiayaan bermasalah ditempuh dengan jalur hukum yang berlaku. Jika 
somasi belum juga berhasil, bank dapat melelang barang jaminan milik 
nasabah.
46
 
Dalam musyawarah bank dan nasabah belum tentu mencapai mufakat. 
Bila tidak tercapai mufakat maka timbul perselisihan. Perselisihan ini 
diselesaikan melalui badan arbitrase syariah.
47
 Dalam UU No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, artbitrase adalah cara 
penyelesaian perdata diluar pengadilan umum, sedangkan lembaga arbitrase 
adalah badan yang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. 
Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertuang dalam SK 
MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional, 
Lembaga ini adalah lembaga satu-satunya di Indonesia yang berwenang, 
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memeriksa, memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang 
perdagangan, keuangan,jasa dan sebagainya.
48
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BAB III 
MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA 
AKAD IJARAH MULTIJASA DI BMT BINA SEJAHTERA 
 
A. Gambaran Umum BMT Bina Sejahtera 
1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Sejahtera  
Pada awal tahun 1998 yang bersamaan dengan pelaksanaan 
pembuatan lapangan bulu tangkis di depan halaman masjid Al Hikmah 
Kasihan I, beberapa remaja dan pemuda mencetuskan ide perlunya 
“Lembaga Ekonomi Umat”. Lembaga ekonomi yang digagas pada 
waktu itu diharapkan akan dapat menjadi tempat mencari nafkah bagi 
para aktivis remaja dan pemuda yang telah menggerakkan dan 
mendinamisir kegiatan remaja dan pemuda,  khususnya di Masjid Al 
Hikmah Kasihan I Ngentakrejo.
1
 
Tujuan sederhana pendirian lembaga ekonomi umat pada 
waktu itu, agar tersedianya lapangan pekerjaan bagi para aktivis 
dakwah, sehingga mereka tidak merantau ke daerah lain atau 
meninggalkan kegiatan remaja dan pemuda, sehingga kegiatan 
pengelolaan masjid baik TPA, remaja masjid tetap berjalan lancar 
bahkan meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, pasca kerja bakti 
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di depan masjid Al Hikmah yang menggagas ide bersama mendirikan 
“Lembaga Ekonomi Umat” itu segera ditindaklanjuti, kendatipun  pada 
waktu sekedar berlandaskan semangat dan keyakinan yang kuat, 
kemudian dengan mengadakan rapat di rumah Ibu Kazari (Alm). Rapat 
perdana pada waktu itu membuahkan hasil kesepakatan yang sangat 
monumental secara historis, yaitu : pertama, membentuk panitia 
pendirian lembaga ekonomi dengan panitia pokok orang-orang 
tersebut (penggagas awal) dan diperluas dengan beberapa orang yang 
peduli terhadap ekonomi umat; kedua,  sepakat untuk membentuk 
lembaga ekonomi yang  sebagai langkah awal akan dibentuk unit 
usaha  yang bergerak disektor perdagangan khususnya pemenuhan 
kebutuhan consumer good  dan kebutuhan sehari-hari yang  usaha itu 
diberi nama “UD MULTI GUNA”; ketiga,  untuk langkah berikutnya 
sambil mempelajari berbagai persyaratan dan ketentuan perundang-
undangan akan dikembangkan usaha simpan pinjam; keempat, sepakat 
untuk menanamkan modal bersama masing-masing Rp.250.000,-.  
Beberapa hari pasca rapat tersebut,  yang bertepatan dengan 
pada tanggal 28 April 1998 atau tanggal  1 Muharom tahun hijriyah,  
kegiatan usaha dagang secara riil benar-benar dimulai yang  diawali 
dengan belanja barang dagangan berupa minyak goreng di Jogjakarta 
(Pojok Beteng Kulon) dengan menggunakan sepeda motor dan dengan  
modal pertama kali Rp. 250.000,- yang berasal dari  iuran modal Sdr 
Jumiyat. Pada awalnya kegiatan UD Multiguna bertempat (warungnya) 
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di rumah Ibu Kazari (Alm), namun beberapa waktu kemudian 
dipindahkan dirumah Bp. Nurhadi Kasihan I agar lebih luas dan 
dipinggir jalan. Pada awalnya kegiatan UD Multiguna bergerak disektor 
perdagangan consumer good dan kebutuhan sembako dilakukan dengan 
pelayanan ecer dan grosir dengan model sistem pelayanan hantaran 
(menawarkan ke warung-warung kecil)  maupun pelayanan di 
warung/toko. Dalam beberapa hari dan minggu berjalan, kegiatan UD 
Multiguna pada waktu itu cukup dapat mengenalkan keberadaan 
lembaga tersebut ditengah-tengah warga masyarakat Kasihan I dan 
sekitarnya. Karena modal yang berputar masih sangat terbatas, sehingga 
omzet penjualan setiap hari juga masih kecil, kegiatan pelayanan 
penjualan barang dagangan  dilakukan dengan sambilan (paruh waktu) 
oleh pengurus dengan konsekueansi  belum ada penghasilan tetap.
2
 
Beberapa bulan UD Multiguna beraktifitas secara bisnis, 
kemudian keinginan kuat untuk segera mengembangkan sektor simpan 
pinjam semakin besar dirasakan. Karena disadari bersama, dari hasil 
evaluasi kegiatan usaha UD Multiguna belum dapat dirasakan secara 
langsung hasil/pendapatan, lebih-lebih bagi remaja dan pemuda yang 
menjadi sasaran utama tujuan awal pendirian lembaga tersebut.  Oleh 
karena itu dengan mencari informasi dari  berbagai pihak dan sumber,  
akhirnya panitia pendirian lembaga ekonomi sepakat untuk membentuk 
                                                             
2 Sudarmi, Kepala Bagian Marketing,wawancara pribadi,senin 6 agustus 2018 jam 
10.45-11.15 WIB 
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suatu lembaga yang lebih luas dan jauh jangkauannya, yaitu dengan 
mendirikan BMT Bina Sejahtera. Pawa awal pendirian BMT Bina 
Sejahtera,  belum ada kejelasan secara legalitas kelembagaan, akankan 
memilih dengan payung hukum koperasi atau dengan memilih legalitas 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan berbagai 
pertimbangan dan pemikiran  secara serius melalui rapat dan konsultasi  
ke Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kulon Progo,  akhirnya 
lebih memilih dan mengajukan legalitas Badan Hukum Koperasi ke 
Kantor Departemen Koperasi. Dengan usaha keras dan bantuan 
petugas, akhirnya legalitas badan hukum koperasi  dapat disetujuai 
dengan nomor  16/BH/KDK.12-4/XI/1998  tanggal  2 November 1998. 
Dengan mendapatkan legalitas badan hukum koperasi, 
pengurus pada waktu itu terus mengadakan sosialisasi keberadaan BMT 
yang pada saat itu kerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhamadiyah 
Ngentakrejo dan Gulurejo. Pelatihan kepada pengurus dan anggota 
pendiri pun dilakukan dengan mengundang Manajer BMT Al Ikhlas 
Yogyakarta sebagai pembicara dan motivator. Dengan keyakinan, kerja 
keras dan  legalitas badan hukum koperasi, berkah dan manfaat lebih 
lanjut terhadap KSU BMT Bina Sejahtera bermunculan, yaitu adanya 
Program Pendampingan secara manajemen kepengelolaan dari 
PINBUK DIY selama beberapa bulan, dan melalui seleksi yang cukup 
ketat diperolehnya bantuan program LEPMM dari Departemen  
Koperasi.    
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Dalam perjalanan dua sampai tiga tahun pengelolaan usaha, 
berdasarkan  hasil evaluasi dan pemikiran mendalam dari 
pengurus/pengelola, ada tiga perubahan mendasar yang akhirnya 
berpengaruh besar terhadap masa depan KSU BMT Sejahtera ; yaitu; 
pertama, dipindahnya sekretariat dan tempat usaha yang semula di 
rumah Bp Nurhadi Kasihan I ke lokasi baru dekat Pasar Ngentakrejo 
agar lebih dikenal dan secara pertimbangan pemasaran  lebih 
menguntungkan; kedua, dilakukannya revitalisasi kepengelolaan agar 
lebih profesional dan efisien dengan cara semua pengelola harus  full 
time dalam bekerja, sehingga yang tidak dapat full time dinonaktifkan. 
Akan tetapi pengelola dari unsur pendiri yang tidak dapat full time 
masuk dalam jajaran pengurus dan pengawas KSU BMT; ketiga, 
melakukan rekrutmen pengelola secara terbuka untuk mendapatkan 
calon pengelola secara profesional. Dengan tiga perubahan mendasar 
ini, alhamdulillah dalam beberapa tahun berjalan ke depan berkat 
dukungan semua pihak, baik  dari internal (pengurus, pengawas, 
pengelola), pihak eksternal (Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo, 
PINBUK DIY, Puskopsyah DIY dan mitral yang lain) perkembangan 
KSU BMT Bina Sejahtera secara perlahan-lahan meningkat baik dari 
sisi anggota, aset maupun omzet usaha. 
2. Motto, Visi dan Misi 
KSU Bina Sejahtera berkembang sangat cepat, sampai saat 
ini sudah memiliki sekitar 600 anggota aktif . hal ini tidak luput dari 
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slogan: “ membangun kemandirian menuju hidup sejahtera dan di ridhai 
Allah SWT” KSU Bina Sejahtera tanpa lelah mengembangkan jaringan 
agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari adanya BMT Bina 
Sejahtera. BMT Bina Sejahtera mengusung visi “Menjadi koperasi 
syariah yang profesional, unggul dalam pelayanan dan  mampu 
memberdayakan anggota dan masyarakat” BMT terus melayani setulus 
hati untuk masyarakat. 
Misi KSU BMT Bina Sejahtera yaitu: 
 Meningkatkan pemahaman anggota, calon anggota dan   
masyarakat terhadap penerapan ekonomi syariah. 
 Mendorong dan menumbuhkan semangat kewirausahaan serta 
menggembangkan sektor usaha anggota dan warga masyarakat 
sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
 Meningkatkan kesejahteraan anggota. 
 Meningkatkan kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi kaum 
dhu'afa dengan mengoptimalkan fungsi baitul maal.  
 Menjadi partner anggota dalam mengembangkan usahanya. 
 Mewujudkan manajemen pengelolaan organisasi secara profesional 
melalui  peningkatan kompetensi dan  kinerja seluruh perangkat 
organisasi.  
 “Berkembang dan Sejahtera Bersama” 
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3. Kelembagaan 
a. Identitas Umum 
Nama lembaga  : KSU BINA SEJAHTERA 
Diresmikan    : 2 November 1998 
Alamat    : Jl. Ngentakrejo Lendah, Trimurti,  
 Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa 
 Yogyakarta,Telp (0274) 731926 
4. Struktur Organisasi  
Organisasi merupakan suatu sistem pekerjaan yang 
dirumuskan dengan baik sehingga dalam pekerjaan tersebut 
mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu yang 
disusun untuk bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan dan 
berjalan dengan baik.
3
 
BMT Bina Sejahtera dalam menjalankan kegiatannya 
menggunakan bentuk organisasi garis, setiap atasan memiliki 
sejumlah bawahan yang masing-masing harus bertanggung jawab atas 
tugasnya. Adapun struktur oraganisasi KSU BMT Bina Sejahtera.  
     Susunan pengurus masa bakti 2016-2021 sebagai berikut: 
 
 
                                                             
3 Ahmad Hasan Ridwan, Managemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: Pustaka setia, 
2013), hlm. 87. 
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STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT BINA SEJAHTERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PENGURUS 
Ketua   : Muh Ajrudin Akbar, S.Sos.I 
Sekretaris  : Rohman, S.Ag 
Bendahara  : Muh Zunarta 
II. PENGAWAS MENEJEMEN 
Sudarmanto, S.IP, M.Si 
III. PENGAWAS SYARI’AH 
1. Susanta, S.Pd 
2. Shobiri, S.Pd 
IV. MANAJER 
Muh Akhiri, S.E 
 
RAPAT ANGGOTA 
PENGAWAS PENGURUS 
GENERAL MANAGER 
BAGIAN UMUM & KEUANGAN 
USPPS UPJU UBM 
Bid O&P Bid P&AP Bi P&Adm Bid.Pem 
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5. Produk-produk KSU Bina Sejahtera 
1. Unit Jasa Keuangan Syariah 
a. Menghimpun dana anggota dan calon anggota (Funding) 
Produknya 
1. Simpanan Ummat 
Adalah simpanan yang berlandaskan syariah mudharabah 
mutlaqah dimana mudharib memebrikan keercayaan kepada 
BMT untuk memanfaatkan dana yang tepat guna dalam bentuk 
pembiayaan secara produktif serta dapat memberikan manfaat 
bagi angoota yang lain secara halal dan professional. Laba dari 
pembiayaan ini dibagi antara anggota dan BMT sesuai nisbah 
yang disepakati diawal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-
waktu. 
2. Simpanan Pendidikan 
Adalah simpanan untuk keperluan dalam pendidikan, yang 
dibutuhkan sewaktu-waktu, biasanya untuk masuk perguruan 
tinggi ataupun tahun ajaran baru. 
3. Simpanan Qurban 
Adalah simpanan yang belandaskan akad mudharabah, dimana 
penabung dapat menabung sewaktu-waktu selama jam 
operasional BMT, baiasnya dapat diambil 1 bulan sebelum idul 
adha. 
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4. Simpanan Idul Fitri 
Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk perayaan idul fitri 
dan mendapat bagi hasil, konsepnya sama dengan berjangka 
yang membedakan anggota dapat melakukan penyimpanan 
dana perbulan minimal Rp 50.000,- dan hanya dapat diambil 
pada saat mendekati hari raya idul fitri. 
5. Simpanan Haji 
Adalah simpanan yang dipesiapkan untuk menunaikan ibadah 
haji. Konsepnya seperti simpanan berjangka yang 
membedakan anggota dapat melakukan penyimpanan dana 
perbulan minimal Rp 50.000,- dan hanya dapat diambil pada 
saat mendekati pelaksanaan ibadah haji, dalam hal ini BMT 
hanya bertugas menyimpankan saja. 
6. Simpanan Berjangka 
Adalah simpanan yang berdasarkan kaidah syariah 
mudharabah mutlaqah, dimana mdharib memeberikan 
kepercayaan kepada BMT Bina Sejahtera untuk memanfaatkan 
dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara 
produktif, serta dapat memberikan manfaat pada anggota yang 
lain secara halal dan professional. 
b. Menyalurkan dana kepada anggota dan calon anggota (Financing) 
Produknya 
1. Pembiayaan Murobahah 
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2. Pembiayaan Musyarokah 
3. Pembiayaan Mudharobah 
4. Pembiayaan Ijaroh 
5. Pembiayaan Qord 
c. Jenis Usaha yang dibiayaai 
1. Bidang Perdagangan 
2. Bidang Pertanian 
3. Bidang Peternakan 
4. Bidang Perikanan 
5. Bidang Home Industri 
2. Unit Perdagangan dan Jasa Umum 
1) Usaha Mini Market (penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
hari 
2) Pembayaran Listrik Online dan pembelian tiket 
3) Pengelolaan Arisan Motor 
3. Unit Baitul Maal 
Menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Wakaf.
4
 
B. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera 
1. Pengertian Ijarah Multijasa menurut BMT Bina Sejahtera  
Ijarah Multijasa menurut BMT Bina Sejahtera adalah 
pembiayaan yang diberikan pihak pertama kepada pihakmkedua 
untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan di BMT 
                                                             
4 Brosur KSU BMT Bina Sejahtera 
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Bina Sejahtera mengacu pada fatwa DSN-MUI yaitu dipergunakan 
untuk baiaya pendidikan,kesehatan,pernikahan,rekreasi, dan 
sebagainya. Dalam jangka waktu tertentu dengan ujrah ( biaya 
sewa) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
5
 
Dalam islam pembiayaan ijarah multijasa hukumnya boleh 
dengan catatan digunakan dalam hal yang tidak bertendangan 
dengan syariat, pembiayaan multijasa ini sangat bermanfaat bagi 
masyrakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Di 
BMT Bina Sejahtera pembiayaan Ijarah sangat diminati, 
masyarakat biasanya menggunakan untuk biaya pendidikan dan 
pernikahan. 
 Di BMT Bina Sejahtera pembiayaan ijarah multijasa cukup 
diminati. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
No Pembiayaan Jumlah anggota 
1 Murabahah 4.672 
2 Mudharabah 1.326 
3 Ijarah 2.671 
4 Musyarakah 1.164 
5 Qard 34 
Sumber: data Juli 2017, wawancara dengan Ibu Sudarmi, kepala 
bagian Marketing BMT Bina Sejahtera 
 Rukun dan syarat ijarah multijasa di BMT Bina Sejahtera 
itu sama dengan akad jual beli. Jika dalam jual beli yang menjadi 
objek transaksinya adalah barang, misalnya mobil,rumah,dan 
sebagainya. Sedang dalam pembiayaan ijarah multijasa objek 
                                                             
5 Aulia, Kepala Devisi Optimalisasi pembiayaan, Wawancara Pribadi, senin 6 agustus 
2018 jam 10.00-10.45 WIB 
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transaksinya adalah jasa. Jadi rukun ijarah multijasa ada empat, 
yaitu: penyewa, yang menyewa, objek sewa, dan kesepakaatan.
6
 
2. Prosedur pembiayaan ijarah Multijasa di BMT Bina Sejahtera  
Badan hukum KSU BMT Bina Sejahtera adalah berbadan 
hukum koperasi, jadi setiap orang mendapatkan pelayanan di sini 
harus menjadi anggota BMT Bina sejahtera, ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu: mengisi surat 
permohonan menjadi nasabah, menyertakan fotocopy KTP, 
membayar administrasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 
Rp. 20.000,- . dengan prosedur pelaksanaan pembiayaan ijarah 
multijasa sebagai berikut. 
a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan  
Dalam pengajuan permohonan pembiayaan bisa dilakukan 
dengan 2 cara yaitu: datang kekantor langsung atau dilapangan. 
Prosedur persyaratan sama. Yaitu: persyaratan untuk 
mengajukan permohonan pembiayaan ijarah multijasa adalah: 
1) Mengisi permohonan sebagai anggota BMT Bina Sejahtera  
2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan 
3) Fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga yang berlaku 
4) Fotocopy agunan rangkap 2 
5) Rekening pembayaran listrik dan slip gaji terakhir 
6) Bersedia disurvei 
                                                             
6 Aulia, Kepala Devisi Optimalisasi pembiayaan, Wawancara Pribadi, senin 6 agustus 
2018 jam 10.00-10.45 WIB 
57 
 
 
 
7) Mempunyai agunan (sertifikat tanah, BPKB kendaraan 
bermotor) 
Permohonan pembiayaan yang ditangani langsung 
oleh customer service memudahkan masyarakat dalam 
mendftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan. Calon 
anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang 
diberikan oleh customer service dan menyerahkan kembali 
dengan dilampiri syarat yang telah ditentukan oleh pihak 
BMT Bina Sejahtera. Manajer bertugas mengawasi dan 
menerima data calon anggota pembiayaan dari customer 
service untuk ditindak selanjutnya. 
b. Pemeriksaan 
Manajer dan bagian pemasaran menyampaikan 
keputusan persetujuan pembiayaan yang telah diperoleh dari 
analisis hasil survey terhadap calon anggota pembiayaan dengan 
proses survey yang dilakukan menggunakan prinsip 5C 
(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 1S 
(Syariah). Semakin besar nominal pengajuan pembiayaan, maka 
semakin tinggi tingkatan pihak pemberi keputusan agar tercapai 
keputusan yang benar-benar menyakinkan untuk menghindari 
terjadinya kesalahan. Jika nominal pengajuan pembiayaan lebih 
dari Rp. 35.000.000,- maka terdapat 3 keputusan yaitu: 
persetujuan sesuai dengan pengajuan, persetujuan tidak sesuai 
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dengan pengajuan, dan ditolak. Apabila disetujui oleh pihak 
BMT, maka BMT akan menentukan besarnya  pembiayaan dan 
waktu pencairan dana pengajuan. 
c. Keputusan  
Dalam persetujuan pembiayaan ini dipimpin langsung 
oleh manajer dan laporan survey disampaikan oleh marketing 
dihadapan seluruh pengelola BMT baik itu marketing maupun 
kasir. Dalam rapat tersebut, seluruh pengelola mempunyai hak 
untuk menyampaikan argumentasi terkait hasil survey yang 
dilakukan oleh pihak surveyor yang nantinya akan dijadikan 
sebuah keputusan untuk merealisasikan atau tidaknya 
permohonan pembiayaan yang diajukan. 
Keputusan akan disampaikan langsung oleh 
marketing melalui SMS. Dalam menyampaikan hasil rapat 
tersebut BMT Bina Sejahtera tidak akan menyampaikan alasan 
kenapa pengajuan tidak dikabulkan dan tidak akan menyerahkan 
kembali pengajuan yang sudah masuk. Pemberitahuan akan 
disampaikan sebanyak 3 kali setelah survey. Pengajuan yang 
dapat direalisasikan maka dalam pemberitahuan tersebut 
disampaikan pula jadwal dilaksanakan akad dengan 
menghdirkan suami istri dari permohonan dan atas nama 
pemilik jaminan jika jaminan milik orang lain. 
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d. Prosedur Akad dan Realisasi Dana 
Dalam proses akad yang dilakukan manajer dan 
marketing kepada anggota pembiayaan melibatkan dua orang 
saksi dalam proses penandatangannan akad. Dalam proses akad 
ini BMT Bina Sejahtera berhak menyampaikan hak, kewajiban 
dan wewenang kepada calon anggota terkait mekanisme 
pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengikatan jaminan dan 
administrasi pembiayaan sebesar Rp. 20.000,-. 
Setelah penandatanganan dilakukan penyerahan jaminan 
pembiayaan dari pihak anggota pembiayaan kepada BMT Bina 
Sejahtera dengan menyertakan surat tanda terima dan 
pengambilan jaminan. Setelah itu realisasi dana pembiayaan 
yang dilakukan oleh kasir dengan membayarkan sejumlah dana 
pembiayaan kepada anggota pembiayaan dan dilengkapi dengan 
kwitansi dan dilengkapi slip pembiayaan sebagai bukti 
transaksi.
7
 
3.  Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa BMT Bina Sejahtera 
Jaminan atau agunan yang digunakan untuk pembiayaan 
ijarah multijasa di BMT Bina Sejahtera bisa menggunakan BPKB 
kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Jika jaminan berupa 
BPKB maka disertakan fotocopy BPKB, Fotocopy STNK, Gesek 
nomor  mesin dan nomor rangka. Jika jaminan sertifikat dan 
                                                             
7 Aulia, Kepala Devisi Optimalisasi pembiayaan, Wawancara Pribadi, senin 6 agustus 
2018 jam 10.00-10.45 WIB 
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BPKB atas nama orang lain maka harus disertakan fotocopy KTP 
atas nama kendaraan, surat kuasa, jika diperlukan menggunakan 
surat keterangan dari pihak kelurahan setempat.
8
  
4. Pembagian Ujrah Ijarah multijasa di BMT Bina Sejahtera 
Pembagian ujrah ijarah multijasa hampir mirip dengan 
murabahah, yaitu dengan tawar-menawar sesuai jasa yang akan 
digunakan oleh anggota. Pembagian ujrah menggunakan nominal 
bukan prosentase.
9
 
Komite Pembiayaan 
a. Menganalisa pengajuan pembiayaan mitra 
usaha/anggota/calon anggota 
b. Bila permintaan mitra usaha/anggota/calon anggota 
dianggap tidak layak, maka seluruh permintaan ini dianggap 
tidak layak untuk mendapat fasilitas Ijarah. Seluruh 
dokumen harus dikembalikan Customer Service untuk 
dibuatkan surat pemberitahuan atau ditelpon secara 
langsung satu hari sebelum jadwal pencairan. 
c. Bila permintaan Mitra/anggota/calon anggota dianggap 
layak serta memenuhi kriteria, Komite akan memberikan 
persetujuan khususnya menyangkut jumlah pembiayaan 
yang akan diberikan. 
                                                             
8 Aulia, Kepala Devisi Optimalisasi pembiayaan, Wawancara Pribadi, senin 6 agustus 
2018 jam 10.00-10.45 WIB 
9 Ibid. 
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C. Penyelesaian pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah di BMT Bina 
Sejahtera 
1. Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermsalah  
Semua pembiayaan memiliki resiko. Tidak terkecuali pembiayaan 
Ijarah Multijasa, dalam hal ini ijarah merupakan pembiayaan yang tidak 
produktif besar kemungkinan resiko pembiayaan bermasalah akan 
timbul. Di BMT Bina Sejahtera sudah mengklasifikasikan golongan 
pembiayaan bermasalah per-Juli 2017 dengan asset kurang lebih 150 
miliar  
No Kategori 
pembiayaan 
Prosentase 
1 Lancar 93% 
2 Kurang lancar 2,5% 
3 Diragukan 2,5% 
4 Macet 2% 
 Total 100% 
Sumber: wawancara dengan Ibu Sudarmi Kepala Bagian Marketing BMT 
Bina Sejahtera  
Lancar, angsuran tidak ada tunggakan 
Kurang lancar, tunggakan angsuran lebih dari 6 kali 
Diragukan, tunggakan angsuran lebih dari 12 kali 
Macet, tunggakan angsuran lebih dari 18 kali.
10
 
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
KSU BMT Bina sejahtera juga memliki strategi untuk penyelesaian 
pembiayaan bermasalah, yaitu: 
                                                             
10 Sudarmi, Kepala Bagian Marketing,wawancara pribadi,senin 6 agustus 2018 jam 
10.45-11.15 WIB 
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a. Komunikasi 
b. Mendalami karakter anggota 
c. Mencari titik lemah anggota, (mendekati orang tuanya) 
d. Tanpa batas (tidak mengenal ruang dan waktu) 
Hingga saat ini BMT Bina Sejahtera belum pernah terjadi perselisihan 
atau sengketa dengan anggota. Tetapi jika terjadi sengketa, pihak BMT 
Bina Sejahtera akan menyelesaikan di Pengadilan Agama dan atau 
pengadilan Negeri.
11
 
3. Pencegahan pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah 
Langkah pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT 
Bina Sejahtera, yaitu: 
a. Tertib administrasi 
b. Pelatihan terkait dengan pembiayaan terutama pada bagian internal 
BMT Bina sejahtera  
c. Catatan dan dokumentasi untuk wilayah yang berpotensi dan rawan 
bermasalah 
d. Mendekati orang yang memiliki pengaruh besar diwilayah.12 
 
                                                             
11 Sudarmi, Kepala Bagian Marketing,wawancara pribadi,senin 6 agustus 2018 jam 
10.45-11.15 WIB 
12 Ibid,. 
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BAB IV 
PANDANGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG 
PRAKTIK AKAD IJARAH MULTIJASA DI BMT BINA SEJAHTERA 
A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Multijasa di 
BMT Bina Sejahtera 
Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan Pembiayaan Yang diberikan 
oleh BMT Bina Sejahtera Mandiri kepada anggota agar memperoleh manfaat 
atas jasa, dengan jangka waktu tertentu disertai ujrah (biaya sewa) sesuai 
dengan Akad atau kesepakatan kedua pihak.
1
 Pembiayaan ijarah merupakan 
pembiayaan konsmtif non produktif yaitu tidak mendapat keuntungan. 
Dengan demikian pembiayaan ini beresiko mengalami pembiayaan 
bermasalah.
2
 
Pembiayaan bermasalah pasti akan dihadapi oleh BMT Bina Sejahtera 
sebagai lembaga keuangan syariah. Karena keterbatasan dalam 
memprediksikan masa yang akan datang, BMT Bina Sejahtera telah 
menerapkan strategi pencegahan jika terjadi pembiayaan bermasalah pada 
akad ijarah multijasa, dengan ini bertujuan agara meminimalisir pembiayaan 
ijarah multijasa yang bermasalah. 
Faktanya, strategi yang digunakan BMT Bina Sejahtera belum susai 
harapan. Salah satu strateginya adalah mendalami karakter nasabah dan tertib 
administrasi. Diakui sangat sulit dalam mendalami karakter calon anggota 
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2 Sudarmi kepala bagian marketing, wawancara pribadi, senin 6 Agustus 2018, jam 
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pembiayaan sehingga ada saja anggota yang sengaja tidak membayar 
kewajibannya. Tertib administrasi yang dimaksud adalah harus menunaikan 
kewajiban untuk membayar angsuran tetapi masih ada yang menunda-nunda 
angsuran. Padahal dalam islam menepati janji adalah salah satu etika dalam 
utang-piutang. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 1: 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itui”(QS. Al-
Maidah ayat 1)
3
 
  BMT Bina Sejahtera melakukan penyelamatan pembiayaan ijarah 
multijasa bermasalah pada anggota yang tidak menunaikan kewajibannya. 
Sesuai dengan surat Edaran Bank Indonesia No.10/Dpbs tamggal 20 Oktober 
2008 tentang restrukturisasi vagi bank umum dan UUS, pembiayaan multijasa 
dapat dilakukan Restrukturisasi dengan cara memperpanjang jangka waktu 
jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban atau tunggakan 
nasabah yang harus dibayarkan, dan menetapkan kembali syarat pembiayaan 
seperti jumlah angsuran,jangka waktu,jadwal pembayaran. Pemberian 
potongan piutang tanpa menambah sisa kewajiaban yang harus dibayarkan. 
BMT Bina Sejahtera dalam melakukan penyelamatan pembiayaan 
bermasalah pada akad ijarah multijasa tidak hanya menggunakan cara 
penjadwal kembali dan persyaratan kembali, namun juga menggunakan 
penataan kembali dengan perubahan akad, hal ini tentunya memberikan 
kelonggaran bagi nasabah agar tidak melakukan pembiayaan bermasalah.
4
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Dalam hal ini BMT biasanya mengubah akad dengan menggunakan akad 
Qard, karena sesuai dengan prinsipnya tolong-menolong, yaitu tidak 
membolehkan pengembalian pinjaman dengan tambahan, tujuannya adalah 
agar nasabah tidak merasa terbebani ketika tidak dapat melakukan 
pembayaran pembiayaan yang macet.
5
 
Upaya penyelamatan secara restrukturisasi pembiayaan ijarah 
multijasa tidak berhasil. Maka diperlukan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah perlu mekanisme 
penyelesaian tertentu. Dalam konsep mekanisme penyelesaian yang biasa 
dilakukan lembaga keuangan syariah yaitu dengan cara persuasive/ damai, 
dengan kemungkinan nasabah melunasi atau tidak melunasi. Jika tidak 
berhasil bank akan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa 
peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan 
bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Penyelesaian pembiayaan ijarah multijasa bermasalah juga dapat 
diselesaikan dikantor lelang, pengadilan agama dan arbitrase serta 
memberikan surat kuasa kepada debt collector tentunya dengan cara yang 
tidak melawan hukum.
6
 
Mekanisme penyelesaian pembiayaan ijarah multijasa bermasalah 
di BMT Bina Sejahtera hampir sama dengan teori diatas, tetapi BMT lebih 
mengutamakan sistem kekeluargaan untuk mencari solusi yang tepat dan 
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memberikan waktu untuk anggotanya untuk berusaha da hasil usahanya dapat 
untuk melunasi kewajibannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika jalur 
kekeluargaan tidak behasil BMT akan membirikan surat peringatan dengan 
jangka waktu dua minggu, setiap surat peringatan pertama,kedua,sampai 
ketiga. Baru diberikan somasi jika sampai tidak dibayar juga. Maka cara 
untuk meminimalisirnya dengan eksekusi jaminan atau lelang.
7
 
Dengan cara diatas menurut Ibu Sudarmi Selaku Kepala Bagian 
Marketing, hal ini sudah sangat efektif. Dan sebagian besar pembiayaan 
ijarah multijasa bermasalah sudah dalam penanganan sejak masih berada 
dalam golongan kurang lancar. Cara penyelesaian pembiayaan ijarah 
multijasa bermasalah di BMT Bina Sejahtera menjadi referensi bagi BMT 
yang lain di wilayah Bantul dan Kulonprogo, sebab di kabupaten Bantul dan 
Kulonprogo berkembang pesat BMT dan BPRS hal ini jelas mempengaruhi 
tingkat resiko dan cara penanggulangan pembiayaan bermasalah, biasanya 
Perhimpunan BMT di kabupaten Bantul dan Kulonprogo melakukuan 
pertemuan untuk membahas bagaimana penanggulangan pembiaayaan 
bermasalah, agar dikemudian hari tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
8
 
Dalam akad pembiayaan juga pasti terdapat tujuan dan jangka 
waktu pembiayaan. Dalam fiqh ditegaskan bahwa pembiayaan dapat 
dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda, sebab ini 
terkait dengan maksud diadakannya akad. Setiap akad pembiayaan ditentukan 
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batas waktu untuk melunasi bagi yang berutang, jika penerima pembiayaan 
tidak dapat melunasi pembiayaan, maka penerima pembiayaan berada dalam 
kategori wanprestasi atau ingkar janji. Suatu pembiayaan tidak mustahil 
terjadi penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan 
keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam 
pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini disebut 
pembiayaan bermasalah atau dapat dikatakan pembiayaan yang kualitasnya 
berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan 
dinilai dari beberapa aspek yaitu, prospek usaha, kinerja nasabah, serta 
kemampuan untuk membayar. 
Dari penilaian aspek kinerja diatas, kualitas pembiayaan aspek 
ditetapkan menjadi 5 golongan sebagai berikut: (golongan I) apabila angsuran 
tepat waktu, tidak ada tunggakan dan sesuai dengan ketentuan akad, dalam 
perhatian khusus (golongan II) apabila terjadi tunggakan pada angsuran 
pokok (margin) sampai 90 hari (2 bulan) dengan pelanggaran persyaratan 
perjanjian piutang yang tidak prinsipil, kurang lancar (golongan III) apabila 
ada tunggakan pembayaran angsuran pokok (margin) sampai 90 hari sampai 
180 hari dengan pelanggaran dalam pokok perjanjian dan berupaya 
melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan 
keuangan, diragukan (golonganIV) apabila terjadi tunggakan angsuran dan 
margin 180 hari sampai 270 hari dengan pelanggaran prinsipal terhadap 
ketentuan pokok piutang, dan macet (golongan V) terdapat tunggakan 
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angsuran pokok (margin) yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi 
perjanjian tidak ada. 
Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa BMT Bina Sejahtera 
dalam menyelesaikan pembiayaan Ijarah multiasa lebih mengutamakan cara 
kekeluargaan agar tercapai dan mendapat solusi yang tepat, dan memberikan 
kelonggaran waktu yang cukup bagi anggota yang mengalami kesulitan dana 
agar dapat berusaha. Ketika anggota benar-benar tidak sudah tidak dapat 
membayar dan barang jaminan sudah dieksekusi tetapi tidak bisa menutupi 
kekurangannya BMT siap membantu dengan cara menghapus pembukuan 
tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan mendapat 
persetujan dari pengurus BMT Bina sejahtera. 
B. Pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Multijasa di BMT 
Bina Sejahtera 
 Menurut DSN-MUI, Lembaga keuangan syariah perlu membantu 
mayarakat yang membutuhkan pelayanan jasa, hal ini tentunya berkaitan 
dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga 
keuangan syariah kepada mayarakat untuk memperoleh manfaat atas jasa. 
Agar pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, maka 
digulirkanlah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa untuk 
dijadikan pedoman. Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI hubungan 
muamalah diakhiri dengan “salah satu pihak tidak menjalankan 
kewajibannya dan/atau terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka 
dikakukan penyelesaian melalui badan arbitrase syariah jika tidak tercapai 
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mufakat.
9
 Maksud dari tidak menunaikan keawajiban adalah jika anggota 
tidak membayar angsuran pokok atau telah melakukan wanprestasi. 
 BMT Bina Sejahtera dalam menyelesaiakan pembiayaan ijarah 
multijasa bermasalah BMT lebih mengutamakan sistem kekeluargaan 
untuk mencari solusi yang tepat dan memberikan waktu untuk anggotanya 
untuk berusaha dan hasil usahanya dapat untuk melunasi kewajibannya 
dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-
MUI yaitu penyelesaian melalui musyawarah jika salah satu pihak tidak 
menjalankan kewajibannya. 
Ketika terjadi perselisihan karena tidak tercapai mufakat, ibu 
Sudarmi (kepala bagian marketing) BMT Bina Sejahtera melakukan 
penyelesaian langsung di pengadilan agama. Walaupun sampai saat ini 
belum terjadi sengketa, sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI 
No.44/DSN-MUI/VII/2004 perihal penyelesaian pembiayaan multijasa 
jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan 
arbitrase syraiah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan yang berkelanjutan dari pihak 
anggota dan pihak BMT hal ini agar tetap terjaga tali silaturahmi dan 
hubungan baik antar sesama manusia.  
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BMT Bina Sejahtera lebih 
memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibanding melalui 
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arbitrase syariah . Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata 
diluar pengadilan umum. Bahkan sebelum diselesaikan di lembaga 
peradilan, BMT memberikan ruang dan waktu untuk anggota agar terus 
dapat berusaha melunasi kewajibannya. Memang dalam perjanjian 
diberikan asas kebebasan berkontrak, para pihak berhak memilih lembaga 
mana untuk menyelesaikan sengketa baik melalui peradilan umum maupun 
luar pengadilan.
10
 
Jika semua lembaga keuangan syariah menyelesaikan sengketa 
melalui pengadilan dirasa lebih terpercaya dan lebih legal. Apalagi dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Hal ini 
dapat dilihat dalam pasal 49 huruf (i) yang menyebut bahwa pengadilan 
agama bertugas,dan berwedang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara ditingkat pertama anatra orang-orang yang beragama islam 
dibidang ekonomi syariah. Disisi lain lembaga arbitrase tidak lagi 
memiliki fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah. Karena 
pelaku ekonomi syariah banyak yang memilih pengadilan agama sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa ekonomi. Dengan demikian lembaga 
arbitrase harus ada pembaruan agar dapat dilirik oleh pelaku ekonomi 
didalam menyelesaikan sengkata atau perselisihan ekonomi syariah.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasrkan dari kajian, analisis, dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme penyelesaian pembiayaan ijarah multijasa bermasalah 
di BMT Bina Sejahtera lebih mengutamakan sistem kekeluargaan 
untuk mencari solusi yang tepat dan memberikan waktu untuk 
anggotanya untuk berusaha dan hasil usahanya dapat untuk 
melunasi kewajibannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika 
jalur kekeluargaan tidak behasil BMT akan membirikan surat 
peringatan dengan jangka waktu dua minggu, setiap surat 
peringatan pertama,kedua,sampai ketiga. Baru diberikan somasi 
jika sampai tidak dibayar juga. Maka cara untuk meminimalisirnya 
dengan eksekusi jaminan atau lelang. 
2. Menurut DSN-MUI, Lembaga keuangan syariah perlu membantu 
mayarakat yang membutuhkan pelayanan jasa, hal ini tentunya 
berkaitan dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang 
diberikan lembaga keuangan syariah kepada mayarakat untuk 
memperoleh manfaat atas jasa. Agar pelaksanaan transaksi sesuai 
dengan prinsip syariah, maka digulirkanlah fatwa DSN-MUI 
tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman. 
Sehubungan dengan praktik akad Ijarah Multijasa  di BMT Bina 
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Sejahtera yang menyediakan dana untuk anggota dalam rangka 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti 
pemindahan kepemilikan asset. Akad ijrah ini dapat gugur bila 
salah satu pihak melakukan tindakan ingkar janji atau tidak 
menunaikan kewajiban. Maksud dari tidak menunaikan keawajiban 
adalah jika anggota tidak membayar angsuran pokok atau telah 
melakukan wanprestasi. BMT Bina Sejahtera melakukan 
penyelesaian langsung dipengadialan agama. Walaupun sampai 
saat ini belum terjadi sengketa, sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-
MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 perihal penyelesaian pembiayaan 
multijasa jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui badan arbitrase syraiah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
B.  SARAN 
1. Memberikan pembinaan tidak hanya pada bagian internal BMT Bina 
Sejahtera, tetapi juga kepada anggota pembiayaan dan pemantauan 
yang berkala terhadap amggota.  
2. Dalam melakukan pembiayaan, masih banyak anggota yang  belum 
memahami fatwa DSN-MUI, sehingga membuat proses penyelesaian 
menjadi tidak efisien. Dalam hal ini petugas survey baiknya lebih teliti 
dalam manganalisa karakter calon anggota pembiayaan ijarah 
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multijasa dan memberikan pemahaman tentang aturan pembiayaan 
ijarah menurut ketentuan fatwa. 
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FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 
Tentang 
PEMBIAYAAN MULTIJASA 
 ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
 
Dewan Syariah Nasional setelah, 
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu 
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu 
jasa; 
b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang 
berkaitan dengan jasa tersebut; 
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip 
syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan 
pedoman. 
Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain: 
a. QS. al-Baqarah [2]: 233: 
... اَذِإ مُكيَلع حانج َلاَف مُكدَلاوَأ اوعِضرتست ْنَأ متدرَأ ْنِإو
 َنوُلمعتامِب َاللها َّنَأ اومَلعاو ،َاللها اوُقتاو ،ِفورعمْلاِب متيتآام متمَّلس
ريِصب.  
“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.” 
b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 
َّنِإ ،هرِجْأتسا ِتبَأآي امهادحِإ تَلاَق يِوَقْلا ترجْأتسا ِنم ريخ 
نيِمَلأْا.  
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya.’” 
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Dewan Syariah Nasional MUI 
c. QS. Yusuf [12]: 72:: 
ميِعز ِهِب انَأو ٍريِعب ُلمِح ِهِب َءاج نمِلو ِكِلمْلا عاوص دِقْفن اوُلاَق. 
“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; 
dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 
menjamin terhadapnya.” 
d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
ِناودعْلاو ِمْثِلإْا ىَلع اونواعت َلاو ،ىوْقتلاو رِبْلا ىَلع اونواعتو. 
“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam 
(mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” 
e. QS. al-Ma’idah [5]:1: 
 ِدوُقعْلاِب اوُفوَأ اونمآ نيِذَّلا اهيَأاي… 
“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”. 
f. QS. al-Isra’ [17]: 34: 
…ًلاوُئسم َناَك دهعْلا َّنِإ ،ِدهعْلاِب اوُفوَأو.  
“…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya.” 
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain: 
a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
bersabda: 
هُقرع فِجي ْنَأ َلبَق هرجَأ ريِجَلأْا اوُطعَأ.  
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”  
b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
مِلعيْلَف اريِجَأ رجْأتسا ِنمهرجَأ ه.  
 “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya.” 
c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia 
berkata: 
 ِءامْلاِب دِعسامو ِعرزلا نِم يِقاوسلا ىَلع امِب ضرَلأْا يِرْكن انُك
وسر اناهنَف ،اهنِم كِلَذ نع مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها ُل
ٍةضِف وَأ ٍبهَذِب اهيِرْكن ْنَأ انرمَأو.  
“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan 
hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya 
dengan emas atau perak.” 
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d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani: 
 امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ ينِمِلسمْلا نيب زِئاج حْلصلَا
رح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع َنومِلسمْلاوامارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح م.  
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 
e. Hadis Nabi riwayat Bukhari: 
 يِتُأ مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص يِبنلا َّنَأ عوكلأا نب ةملس نع
َلاَقَف ،اهيَلع يِّلصيِل ٍةزانجِب :اوُلاَق ؟ٍنيد نِم ِهيَلع ْله : ىَّلصَف ،َلا
،ِهيَلعَلاَقَف ،ىرخُأ ٍةزانجِب يِتُأ مُث  :اوُلاَق ؟ٍنيد نِم ِهيَلع ْله :
َلاَق ،معن :َةداتَق وبَأ َلاَق ،مُكِبِحاص ىَلع اوُّلص : هنيد يَلع
ِهيَلع ىَّلصَف ،ِاللها َلوسراي. 
 “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang 
laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah 
ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, 
beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah 
lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai 
utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, 
‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau 
mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya 
menjamin utangnya, ya Rasulullah’.  Maka Rasulullah pun 
menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah 
bin Akwa’). 
f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan 
yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
 رارِضَلاو ررضَلا. 
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain.” 
g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban: 
 ٍسابع ِنب ِاللها ِدبعو  ٍكِلام ِنب ٍسنَأ نعو يِلِهابْلا َةمامُأ يِبَأ نع
مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها ُلوسر َلاَق :مِراَغ ميِعزلَا. 
h. Sabda Rasulullah SAW :  
ْلا َناَكام ِدبعْلا ِنوع يِف ُاللهاوِهيِخَأ ِنوع يِف دبع. 
“Allah menolong hamba selama hamba menolong 
saudaranya.” 
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3. Kaidah fiqh; antara lain: 
اهِميِرحت ىَلع ٌليِلد َّلدي ْنَأ َّلاِإ ُةحابِلإْا ِتَلاماعمْلا يِف ُلصَلأَا. 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
ُلازي ررضلَا  
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 
ريِسيتلا بِلجت ُةَّقشمْلَا. 
“Kesulitan dapat menarik kemudahan” 
ِعرشلاِب ِتِباَّثلاَك ِفرعْلاِب تِباَّثلَا. 
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan 
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak 
bertentangan dengan syari’at).” 
Memperhatikan :  1. Pendapat para ulama; antara lain: 
a. Kitab I’anah al-Thalibin, jilid III/77-78 :    
)ٍضرَق ِنيدَك بِجيس امِب َلا (عَقيس ...َلاَق ْنَأَك كِلذو : اَذه ضِرْقَأ
ٍتِباَث ريَغ هنَلأ هنامض حِصي َلاَف ،اهنِماض انَأو ًةَئاِم . مدَقت دَقو
وُكي هنَأو ِةَلَأسمْلا ِهِذه رْكِذ ِضرَقْلا ِلصَف يِف ِحِراشلِلاهيِف انِماض ُن .
كانه هترابِعو : َلاَق وَلو :ًةَئاِم اَذه ضِرْقَأ ... هضرْقَأَف نِماض اهَل انَأو
ِهجوَلأْا ىَلع انِماض َناَك اهضعب وَأ َةَئاِمْلا . ِمدع نِم انه ام ُنوُكيَف
ع رم امِل ايِفانم ِنامضلا ِةحِصُنامضلا هجوَلأْا َّنَأ نِم هن. 
“Tidak sah akad penjaminan  [dhaman] terhadap sesuatu yang 
akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang 
akan dilakukan…. Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang 
sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut 
tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang 
Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan 
terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan 
menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam 
fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang 
berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus … dan aku 
menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan 
utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau 
sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut 
pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, 
pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang 
menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi 
kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya 
44  Pembiayaan Multijasa      5 
Dewan Syariah Nasional MUI 
sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan 
bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.” 
b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202: 
)ِنومضمْلا ىِف ُطرتشيو (نيدلا وهو …)هنوَك ( اقح)اتِباَث ( َلاح
ِدْقعْلابِجي مَلام ُنامض حِصيَلاَف ، …) ام َنامض ميِدَقْلا ححصو
بِجيس (ِهيَلِإ وعدت دَق َةجاحْلا َّنَلأ ،هضِرْقيسام وَأ هعيِبيسام ِنمَثَك. 
 (Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak 
yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah 
menjamin utang yang belum menjadi kewajiban… (Qaul qadim --
Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang 
yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan 
dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --
kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan 
tersebut.” 
c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394: 
ِةحابمْلا ِعِفانمْلا ىَلع ِةراجِلإْا دْقع زوجي ... ِعِفانمْلا ىَلِإ َةجاحْلا َّنلأو
َك ْنَأ بجو ِنايعلأْا ىَلع ِعيبْلا دْقع زاج امَلَف ،ِنايعلأْا ىَلِإ ِةجاحْلا
ِعِفانمْلا ىَلع ِةراجِلإْا دْقع زوجي. 
“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat 
yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama 
dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli 
atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad 
ijarah atas manfaat.” 
2 Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah. 
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Kafalah. 
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 
H/11 Agustus 2004. 
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa 
dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004. 
 
Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA  
Pertama :  Ketentuan Umum 
1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan 
menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. 
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2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti 
semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus 
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 
5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. 
Ketiga : Penyelesaian Perselisihan 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
Keempat : Ketentuan Penutup 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 Ditetapkan di :  Jakarta 
 Tanggal  :  24 Jumadil Akhir 1425 H 
 11      Agustus     2004 M 
 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, Sekretaris, 
 
 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
 
LEMBAR INTERVIEW 1 
 
Narasumber      : Ibu Sudarmi, S.E 
 
Hari/Tanggal     :senin, 06 Agustus 2018 
 
Tempat/Waktu  : BMT Bina sejahtera. Pukul 09.35-11.15 
 
Pertanyaan        :  
bagaimana awal mula berdirinya/ sejarah KSU BMT Bina Sejahtera?  
Serta apa visi dan misi  KSU BMT Bina Sejahtera? 
 
Jawaban/Saran    : 
Baik sebenarnya sejarah berdirinya BMT ini sangat panjang Pawa awal 
pendirian BMT Bina Sejahtera, pada awalnay belum ada kejelasan secara legalitas 
kelembagaan, akankan memilih dengan payung hukum koperasi atau dengan 
memilih legalitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan berbagai 
pertimbangan dan pemikiran  secara serius melalui rapat dan konsultasi  ke Kantor 
Departemen Koperasi Kabupaten Kulon Progo, akhirnya lebih memilih dan 
mengajukan legalitas Badan Hukum Koperasi ke Kantor Departemen Koperasi. 
Dengan usaha keras dan bantuan petugas, akhirnya legalitas badan hukum koperasi  
dapat disetujuai dengan nomor  16/BH/KDK.12-4/XI/1998  tanggal  2 November 
1998. 
Kalau untuk visi  “Menjadi koperasi syariah yang profesional, unggul dalam 
pelayanan dan  mampu memberdayakan anggota dan masyarakat” Mendorong dan 
menumbuhkan semangat kewirausahaan serta menggembangkan sektor usaha 
anggota dan warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
Meningkatkan kesejahteraan anggota. “Berkembang dan Sejahtera Bersama” 
Kurang lebih seperti itu nanti saya kasih filenya aja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR INTERVIEW 2 
 
Narasumber      : Ibu Sudarmi, S.E 
 
Hari/Tanggal     :senin, 06 Agustus 2018 
 
Tempat/Waktu  : BMT Bina sejahtera. Pukul 09.35-11.15 
 
Pertanyaan        :  
Bagaimana cara pencegahan ketika terjadi pembiayaan bermasalah/macet?  
 
Jawaban/Saran    : 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tertib administrasi, kedua kami 
lakukan pelatihan terkait pembiayaan. Terutama ditubuh BMT sendiri, marketing 
harus mengetahui bagaimana karakter nasabah, dari sana kita akan membuat 
pelaporan secara tertulis, maksudnya adalah kita harus mendalami dan memahami 
wilayah yang rawan mengalami kredit macet. Jadi pihak kami mendekati orang-orang 
yang sangat berpengaruh diwilayah tersebut agar terhindar dari kredit macet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR INTERVIEW 3 
 
Narasumber      :Aulia, S.H 
 
Hari/Tanggal     :senin, 06 Agustus 2018 
 
Tempat/Waktu  : BMT Bina sejahtera. Pukul 11.15-11.30 
 
Pertanyaan        :  
Pembiayaan apa yang paling diminati ? 
 
Jawaban/Saran    : 
kalau yang paling diminati biasanya murabahah dan mudharabah. Tapi ijarah 
multijasa juga diminati, misalnya waktu pendaftaran sekolah,biaya pernikahan.  
Selama ini kami hampir melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan ijarah mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LEMBAR INTERVIEW 3 
 
Narasumber      :Aulia, S.H 
 
Hari/Tanggal     :senin, 06 Agustus 2018 
 
Tempat/Waktu  : BMT Bina sejahtera. Pukul 11.15-11.30 
 
Pertanyaan        :  
Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah? 
 
Jawaban/Saran    : 
Yang jelas faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu ada dua macam, faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kesalahan pihak kami dalam hal 
survey secara otomatis kesalahan ini dari hal pendalaman karakter yang kurang, 
pendalaman kondisi yang kurang tepat, sedangkan faktor eksternal itu adalah sesuatu 
yang diluar dari kemampuan pihak nasabah dan juga pihak BMT, misalkan bencana 
alam dan sebaagainya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR INTERVIEW 3 
 
Narasumber      :Aulia, S.H 
 
Hari/Tanggal     :senin, 06 Agustus 2018 
 
Tempat/Waktu  : BMT Bina sejahtera. Pukul 14.00-14.35 
 
Pertanyaan        :  
Apakah BMT Bina sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan ijarah yang 
bermasalah berpedoman pada Fatwa DSN MUI? 
 
Jawaban/Saran    : 
Yang pasti pihak BMT selalu mematuhi peraturan dalam penanganan pembiayaan 
bermasalah, baik berpedoman pada undang-undang maupun fatwa yang berlaku. 
 
